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ABSTRAK 
 

Ira Maya Sopha. Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade 
Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101(Analisis Akuntansi Syariah) (dibimbing 
oleh Zainal Said dan An Ras Try Astuti). 

 
Transparansi Manajemen Dana Desa dilihat dari bagaimana akses masyarakat 

kepada pemerintah desa keterbukaan dana desa dalam Merancang dan melaporkan 
Laporan keuangan. Namun keterbukaan itu masih belum mampu dilihat oleh 
masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Bentuk 
Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade dan Pelaksanaan Transparansi 
Manajemen Dana Desa Berdasarkan PSAK 101(Analisis Akuntansi Syariah). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dan dalam mengumpulkan data 
menggunakan pendekatan fenomologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahawa Transparansi Manajemen Dana 

Desa Mattiro Ade Berdsarkan PSAK 101 dapat dikatakan Transparansi karna melihat 

dari awal masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dana desa serta adanya 

pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti jalanan,Puskesmas dan masih 

banyak pembangunan lainnya begitupun dengan bantu-bantuan yang diperuntukkan 

untuk masyarakat,serta adanya laporan pertanggung jawaban, pencatatan laporan 

keuangan sudah Sesuai dengan PSAK 101 akan tetapi pemerintah Desa Mattiro Ade 

belum tau akan hal ini karna mereka memiliki Buku pedoman tersendiri penyusunan 

laporan keuangan yang mengatur dari Kabupaten dinamakan PERBUK kemudian 

berkaca dari akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah 

dalam pelaporan pertanggungjawabn yang baik dan adil. 
 
 
 

Kata Kunci:transparansi, manajemen, dana desa 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
 Dengan 

disahkannya Undang-undang tersebut makin menjadikan peran pemerintah daerah 

menjadi semakin kuat dengan adanya otonomi daerah, daerah otonom berhak 

menegelola sendiri segala bentuk potensi daerahnya tanpa adanya intervensi dari 

pemerintah pusat, ini bertujuan untuk memakmurkan daerah otonom masing-masing. 

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
2
Dalam memakmurkan  masyarakat desa pemerintah desa tentunya akan 

menggunakan seluruh potensi desa untuk memakmurkan masyarakat desa. 

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang 

perekonomian desa, dengan adanya insfrastruktur yang memadai secara tidak 

langsung akan menjadikan geliat perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. 

Dalam membangun infrastruktur desa akan menggunakan Anggaran yang telah di 

rencanakan dan di musyawarakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(MUSRENBANG) sumber-sumber dana desa dapat di klasifikasikan menjadi 

beberapa menurut sumber di perolehnya dana tersebut. Guna mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 

dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, 
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UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk 

mengalokasikan dana desa. Keberadaan Undang-undang Dsar Nomor 6 Tagun 2014 

tentang Desa, memberikan peluang besar terhadap desa untuk dapat 

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan Desa, penbinaan kemasyarakatan 

Pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangannya.
3
 

Undang-undang desa, juga mengatur dengan jelas mengenai pembangunan 

desa dan kawasan pedesaan, menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualiras hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasaran desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyelanggaraan 

pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan 

dan kegotongroyongan guna mewujudkan dan mengutamakan kedamain dan 

keadilan. 

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka 

pembangunan desa harus terencana, terkordinasi, berbatas waktu, sesuai dengan 

kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan selain itu pelaksanaan 

pembangunan desa masyarakat adanya peran aktif masyarakat desa, lembaga-

lembaga desa kecamatam dan kabupaten(atau lembaga supra desa) dan lain-lainnya. 

Dalam proses pembangunan desa pemantauan, pengawasan, evaluasi sangat 

diperlukan agar arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang 

ditentukan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri. 

 Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan 

kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini 

                                                             
3
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sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian 

anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.
4
 

Dana desa berasal dari begitu banyak sumber, Anggaran Dana desa 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di alokasikan setiap 

tahunnya yang besarannya di ukur berdasarkan banyak faktor seperti luas wilayah, 

kepadatan penduduk dan lainnya. Dana desa bersumber dari pemerintah Kabupaten 

dan kota yang sumber pendapatannya berasal dari pajak dan retribusi yang kemudian 

akan di alokasikan kemasing-masing sektor begitupun dengan desa. Pendapatan asli 

desa sebagian besar bersumber dari usaha-usaha mandiri yang dikelola oleh desa 

melalui badan usaha milik desa, serta sektor-sektor lainnya. 

Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah dokumen induk dari 

perencanaan pembangunan desa memuat visi dan misi arah kegiatan pembangunan 

didasarkan pada kondisi potensi dan permasalahan. Kebutuhan nyata Desa Mattiro 

Ade, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Desa Mattiro Ade. 

Rencana pembangunan jangka menengah sebagai rencana induk untuk melakukan 

kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di 

Desa Mattiro Ade atau yang mewakilinya  serta semua pihak yang berkepentingan. 

Rencana pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran  dari visi dan  

misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arahan kebijakan keuangan desa, 

strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program 

kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif. 

Selain sebagai petunjuk dan arah kebijakan, ini juga digunakan untuk dasar 

penilaian kinerja perangkat Desa Mattiro Ade dalam melaksanakan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya, 

juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat Desa Mattiro Ade dalam 

laporan pemyelenggaran pemerintahan desa dan laporan keuangan pertanggung 
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jawaban petinggi Desa Mattiro ade yang diserahkan kepada BPD maupun kepada 

masyarakat umum. 

Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua juga merupakan desa dengan 

potensi sumber kekayaan yang sebagian besar diperoleh dari pertanian, sebagain 

besar alokasi dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur guna 

menunjang kualitas desa dan pertanian, pembangunan yang dilakukan seperti 

pembangunan jalaanan dalam desa, irigasi pertanian serta jalan tani semua 

menggunakan alokasi dana desa dalam pembangunannya, akan tetapi yang menjadi 

permasalahan adalah tingkat transparansi yang masih jauh dari harapan masyarakat 

karna masing banyak sekali yang mengganjal bagi masyarakat seperti infrastruktur 

yang belum memadai juga beberapa bantuan yang belum merata
5
. sedangkan dana 

yang disampaikan oleh kepala desa sendiri luar biasa banyak. 

Tahun Anggaran Jumlah Anggaran 

2018 Rp.747,264,000.00. 

2019 RP. 867,912,000.00. 

2020 Rp. 853,472,000,00. 

2021 1,149,434.000.00. 

Melihat dari dana yang disampaikan ada beberapa yang belum tersalurkan dan 

sama sekali tidak ada transparansi dari kantor desa itu sendiri.
6
 

Manajemen Dana desa merupakan instrumen utama dalam melihat kecakapan 

desa dalam mengelola keuangannya, melalui transparansi manajmen dana desa yang 

baik dan terstruktur serta peruntukannya yang tepat sasaran diharapkan dapat 

berkonstribusi besar dalam memajukan desa. Kenyataannya tranparansi yang kurang 

dari aparat desa menjadikan masyarakat bertanya mengenai keuangan desa disisi 

                                                             
5
 Masyarakat Desa Mattiro ade’(Wawancara Tanggal 19 Agustus 2021) 

 

 



5 

 

 

 

lainnya tentu kita akan bertanya bagaimana desa menyajikan laporan keuangannya 

kepada badan pemeriksa laporan keuangan yang setiap tahunnya melakukan audit. 

Standar laporan keuangan yang digunakan merupakan standar laporan 

keuangan konfensional sedangkan yang akan menjadi perbandingan adalah PSAK 

101 yang memuat mengenai standar laporan keuangan harapannya bahwa laporan 

keuangan syariah ini  bisa menjadi rujukan  dalam menyusun laporan keuangan yang 

menjunjung tinggi nilai dan moral ekonomi syariahdan beberpa prinsip-prinsip 

akuntansi syariah. Dari uraian tersebut makapenulis merumuskan judul penelitian 

Transparansi Manajemen Dana Desa Berdasarkan PSAK 101(Analisis Akuntansi 

Syariah) yang kemudian akan peneliti teliti kedapannya. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang? 

2. Bagaiamana pelaksanaan Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade 

Kabupaten. Pinrang Berdasarkan PSAK 101? 

C. Tujuan Penelitian 

Segala sesuatu yang ingin dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Sama 

halnya dengan penelitian ini,juga mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untukm mengetahui manajemen Dana Desa MattiroAde Kabupaten. Pinrang 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan transparansi Manajemen Dana desa Mattiro 

Ade Kabupaten. Pinrang berdasarkan PSAK 101. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini  

1. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian 

diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji 

tentang transparansi Manajemen dana desa berdasarkan PSAK 101. 

2. Kegunaan Praktis 
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Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam 

permasalahan alokasi dana desa,sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait 

dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan juga 

Memeberikan rekomdesai bagi pemerintahan daerah dalam manajemen alokasi 

dana desa berdasarkan PSAK101. 

 

 



 
 

7 
 

BAB II                                                

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Pada penelusuran berbagai kepuktakaan,penulis belum  menemukan 

penelitian Transpaansi Manajemen Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PSAK 101, 

tetapi penulis akan memparkan hasil penelitian terdahulu yang  menjadi pustaka 

acuan penelitian dalam menyusun penelitian ini. 

Sherly Gresita Apriliani Penelitian dengan judul”Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa”Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengelolaan alokasi dana desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2013.hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedung Rejo 

Kecamatan Muncar telah memenuhi prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di 

Desa Kedungrejo dapat dikatakan telah cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis 

dari kabupaten.
7
 

 Perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan 

Musrenbangdes dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat. 

Pelaksanaan ADD di Desa Kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan 

dalam petunjuk teknis, yaitu sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pembangunan sarana fisik 

dengan ADD tahun 2013 yaitu saluran-saluran air, plengsengan, pemasangan paving, 

dan renovasi kantor desa. Pertanggungjawaban penggunaan ADD di Desa 

Kedungrejo dilakukan oleh bendahara desa dengan merekap setiap kegiatan. Bentuk 

dari laporan pertanggunjawaban yang dibuat disesuaikan berdasarkan format dalam 

petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten. Masalah yang muncul adalah 

                                                             

7
. Sherly Gresita Apriliani.Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kedungrejo 

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun2013.(Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Jember,Tahun 2014). 
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kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan 

pertanggungjawaban yang terlambat. Adapaun persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama mengkaji pengelolaan dana desa namun perbedaan dari penelitian ini 

yaitu pada penelitian Sherly Gresita Apriliani lebih fokus pada akuntabilitas 

konvensional sedangkan penelitian ini lebih focus pada Transparansi manajemen 

dana desa berdasarkan PSAK 101.
8
 

Anisah dengan judul”Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan Desa, Fokus utama pada penelitian ini adalah melihat 

bagaimana pelaksanaan dana desa 2018 dalam upaya meningkatkan pembangunan 

desa perpektif ekonomi islam di desa bawang. Hasil penelitian ini menunjukkan 

pengelolaan Dana Desa di Desa Bawang dikelola berdasarkan praktik-praktik 

pemerintahan. Pemerintahan desa menerapkan sistem ekonomi islam dalam 

pemberdayaan yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pada konsep 

kepemilikan, pemerintahan Desa Bawang memanfaatkan dan bukan menguasai secara 

mutlak Dana Desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam 

upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.  

Pada konsep keseimbangan, pada pengelolaan Dana Desa di desa Bawang 

telah terealisasikan dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang 

dilakukan.padamkonsep keadilan Dana Desa dikelola secara adil dalam pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat 

sesuai usulan dari perwakilan  masyarakat desa. Adapun persamaa dari penelitian ini 

sama-sama mengkaji pengelolaan dana desa namun ada perbedaan dari penelitian ini 

yaitu pada penelitian Anisah lebih fokus pada pelaksanaan dana desa 2018 dalam 

9
upaya peningkatan pembangunan desa sedangkan penelitian ini lebih fokus pada 

Transparansi manajemeen dana desa berdasarkan PSAK 101. 

                                                             
8
. Sherly Gresita Apriliani.Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kedungrejo 

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun2013. 

9
Anisah, Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan 

Desadi Desa Bawang Kecamatan blado kabupaten batang tahun 2018 perspektif Ekonomi  
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Arista WIdiyanti dengan judul”Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi 

Dana Desa” dengan hasil penelitian penatausahaan pengelolaan keuangan desa 

sumberjo sudah menggunakan format  raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal 

kegiatan, rancangan anggaran biaya (RAB) pernyataan pertanggung jawaban belanja, 

buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembuatan kegiatan,laporan 

realisasi APBDes, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, 

laporan kekayaan milik desa dan laporan program sektoral dan program daerah 

masuk ke desa. Sementara teknis penataushaan desa sumberjo dari sisi penerimaan, 

pengeluran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan 

permendegri nomor 113 tahun 2004. Maka Desa Sumberejo dalam proses 

Penatausahaan dikatakan accountable.
10

 

Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 

transparansi dana desa namun ada perbedaan penelitian ini pada penelitian arista 

widyanti lebih fokus langsung pada akuntabilitas alokasi dana sedangkan pada 

penelitian lebih fokus pada transparansi manajemen dana desa berdasarkan PSAK 

101.
11

 

B. Tinjauan Teoretis 

1. Teori Transparansi 

Menurut Mardiasmo Transparansi berarti keterbukaan(openness) 

pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi.
12

 

                                                             
10

Arista Widiyanti,Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa, (Skrips Jurusan 

Akuntansi Eakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri(UIN) Maluna Malik Ibrahim Malang),tahun 

2017. 

11
Islam, ( Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Prodi Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Pekalongan ), tahun 2018. 

12
Arif Cahyadi,Penerepan good governance dalam pelayanan public. Jurnal penelitian 

administrasi public (vol.2 No.2 oktober 2016) penerapan good governance dalam pelayanan public 

PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good)  
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Menurut krina Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembukaan dan 

pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan.sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi 

mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau publik, 

keterbukaan infomasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang 

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferenasi publik.
13

 

Menurut Sabamo Transparansi salah satu aspek mendasar bagi 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata 

pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan 

kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan 

memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. 

Menurut Dwiyanto transparansi sebagai penyediaan informasi tentang 

pemerintahan bagi publik dan dijamin kemudahan di dalam memperoleh 

informasi-informasi yang akurat dan memadai
14

 

a. Manfaat transparansi menurut Adrianto; 

1) Mencegah korupsi. 

2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 

3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintaahan sehingga masyarakat akan 

mampu mengukur kinerja pemerintahan. 

4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintahan untuk 

memutuskan kebijakan tertentu. 

                                                             
13

Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya) | Cahyadi | JPAP: Jurnal Penelitian 

Administrasi Publik (untag-sby.ac.id) (di akses pada 24 Februari 2021). 
14

Juliana trandiling,Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap 

Motivasi Mengajar Guru Di Kabupaten Keeroom. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah(vol.4 

No.2 Agustus 2019).  
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5) Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap 

pemerintahan akan terbentuk. 

Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah 

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksaan fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingatkan 

pemerintahan saat memiliki kewenagan mengambil berbagai keputusan penting 

yang berdampak bagi orang banyak, pemerintahan harus menyediakan 

informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian 

transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang 

pemegnag kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman 

Allah dalam surah An Nahl ayat 101.
15

 

                              

        

Terjemahnya: 

Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain 
sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang 
diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah 
orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka 
tiada Mengetahui. 

 

 

 

                                                             
15

Andrianto,nico. Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government.malang 

Bayumedia Publishing,2007. h. 19-20   
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b. Indikator trasparansi menurut Adrianto terdiri dari: 

1) Adanya tidaknya kerangka kerja hokum bagi transparansi. 

a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi 

b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang 

peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal. 

c) Adanya basis legal untuk pajak. 

d) Adanya basis legas untuk pertanggung jawaban belanja dan kekuasaan 

memungut pajak dari pemerintahan daerah. 

e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-

masing tingkatan pemerintahan. 

2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. 

a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses 

penganggaran). 

b) Diumumnya setiap kebijakan anggaran. 

c) Dipublikasikannya hasil laporan anggran (yang telah diaudit oleh 

lembaga yang berwenang). 

d) Adanya dokumntasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi 

fiskal. 

e) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual. 

 

3) Adanya audit yang independen dam efektif. 

a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif 

b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas. 

c) Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus 

buruknya eksekusi atau leputusan anggaran. 

4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 

a) Adanya keterbukan informasi selama proses penyusunan anggaran.
16

 

                                                             
16 Andrianto,nico. Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government.h. 20. 
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b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam 

proses penggaran.
17

 

c.Tahap pengelolaan keuangan daerah  

1) Tahap Perencanaan 

 Tahap ini proses penyusunan APBD mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang telah disusun 

sebelumnya, menjadi dasar bagi pemerintah daerah (pemda) menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah RKPD ditetapkan, selanjutnya pemda 

dalam hal ini kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD 

(KUA). BerdasarkanKUA, pemda dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. KUA 

dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan 

DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya, atas dasar nota kesepakatan 

tersebut, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman 

kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.  

 RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemda, dijadikan 

pendoman oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam menyusun 

rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD dan dokumen pendukung 

yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD. Rancangan perda tentang 

APBD yang ditelah disusun selanjutnya kepala daerah menyampaikannya kepada 

DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka 

memperoleh persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, 

selanjutnya kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran APBD. Rancangan perda tentang APBD dan rancangan 

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, kemudian diserahkan kepada 
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Andrianto,nico. Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government. h.21 
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Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, rancangan perda tentang 

APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD. 
18

 

2) Tahap Pelaksanaan  

 Setelah APBD ditetapkan sebagai perda, selanjutnya PPKD 

memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan 

rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Rancangan 

DPASKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, 

anggaran yang telah disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana 

penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 

Rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepala SKPD, selanjutnya diserahkan 

kepada PPKD. Rancangan DPA-SKPD tersebut kemudian diverifikasi oleh tim 

anggaran pemda bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil 

verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 

sekretaris daerah. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.  

3)Tahap Penatausahaan  

 Pada tahap penata usahaan, dinyatakan bahwa pengguna 

anggaran/kuasa  anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau 

badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib 

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam 

melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD 

dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara 
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 Irwan Taufiq Ritonga, Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: 

berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesi. (Desember 2016).196290-ID-mengukur-

transparansi-pengelolaan-keuang.pdf (neliti.com).h.112 (Di akses 24 Februari 2021) 
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pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. Dalam rangka 

manajemen kas daerah, PPKD menerbitkan Surat Pencairan Dana (SPD) 

dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan 

kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
19

 

4) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

 Pada tahap ini, kepala SKPD selaku pengguna anggaran 

menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas 

dana, yang berada dalam tanggungjawabnya. Penyelenggaraan akuntansi 

merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan 

SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan 

anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan yang disiapkan 

terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan 

keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. Kepala 

SKPD juga melampirkan surat pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang 

menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, 

utang, ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. PPKD 

menyusun laporan keuangan pemda terdiri dari; laporan realisasi anggaran, 

neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan didasarkan pada laporan 

keuangan SKPD. Laporan keuangan disertai dengan laporan ikhtisar realisasi 

kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah 

dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksaan APBD. Kepala daerah 

menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
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APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir.
20

 

5) Tahap Pengawasan  

Tahap pengawasan keuangan daerah meliputi pembinaan dan 

pengawasan, pengendalian intern, dan pengendalian ekstern. Pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah kepada 

pemda yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan meliputi 

pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, 

serta penelitian dan pengembangan. Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh 

DPRD terhadap pelaksanaan perda tentang APBD. Tujuan pengawasan yang 

dilakukan DPRD adalah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan dalam perda tentang APBD. 

2. Teori Manajemen 

a. Manajemen 

1) Pengertian Manajemen 

manajemen berasal dari berbagai bahasa,yang pertama yaitundari 

bahasa prancis kuno yakni management,yang berarti seni melaksanaan dan 

mengatur lalu,dalam bahasa italia,yaitu meneggiare yang memiliki arti 

mengendalikan,sedangkan dalam bahasa inggris berasal dari kata to manage 

yang artinya mengelola atau mengatur.
21

 

Adapun defenisi manajemen secara etimologis dapat disimpulkan 

bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola. 

Berikut ini juga disampaikan definisi manajemen menurut para ahli di 

antaranya sebagai berikut: 
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a) George.R Terry 

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan,pengeorganisasian,pengarahan, dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sdm dan sumber-sumber lainnya. 

b) John F.Mee 

Manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha 

minimal supaya tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal,baik bagi 

pimpinan maupun para pekerja,serta memberikan pelayanan yang sebaiknya 

mungkin kepada masyarakat. 

c) Marry Parker Follet 

Manajemen adalah sebagai suatu seni.tiap-tiap pekerjaan bias 

diselesaikan dengan orang lain. 

d) Jomes A.F stoner  

Manajemen adalah proses perencanaan,pengorganisasian,dan 

penggunaan sumber daya organisasi yang lain, dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
22

 

2)  Unsur-unsur Manajemen 

Terdapat unsur-unsur dalam manajemen,yaitu yang dikenal dengan 6m 

adalah: 

a) Man (Manusia ) 

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling 

menentukan. Manusia yang membantu tujuan dan manusia pula yang 

melakukan proses untuk mencapai tujuan.tanpa ada manusia tidak ada 

prose kerja. 
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b) Money ( Uang ) 

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.uang 

merupakan alat ukur dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan 

dapat diukur dari jumlah uang yang beredar ( cash flow ) dalam 

perusahaan.oleh karena itu,uang merupakan alat ( tools ) yang penting 

untuk mencapai tujuan,karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara 

rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus 

disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, kebutuhan material atau 

bahan baku,pembelian dan perawatan peralatan yang dibutuhkan yang 

kesemuanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

c) Materials ( Bahan-bahan ) 

Material terdiri dari bahan setengah jadi ( raw material ) dan 

bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik,selalu 

manusia yang ahli dalam bidangnya,juga harus dapat dipisahkan. 
23

Tanpa 

mataerial tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Penentuan jumlah 

material juga menentukan produktivitas dan efesiensi perusahaan dalam 

aktivitas operasionalnya. 

d) Machine ( Mesin ) 

Dalam kegiatan perusahaan,mesin sangat diperlukan, penggunaan 

mesin aku akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar, serta menciptakan efesiensi kerja. Produktivitas akan semakin 

tinggi dengan kehadiran teknologi canggih sebagai pengganti dari tenaga 

manusia yang terbatas dan memiliki biaya relatif besar.
24

 

e) Methods ( Metode ) 

Dalam pelaksanaan kerja, diperlukan metode-metode kerja atau  

sistem-sistem kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar 

jalannya pekerjaan. Sebuah metode atau sistem kerja akan sangat 
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dibutuhkan dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional perusahaan. 

Metode atau sistem ini  bertindak sebagai pemandu sikap dan tingkah laku, 

serta tata cara dalam proses pekerjaan, sehingga diharapkan dalam 

pelaksanaannya sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku di 

perusahaan tersebut. Akan tetapi,hal yang perlu diingatkan meskipun 

metode atau sistem yang dibangun sudah cukup baik,sedangkan orang yang 

melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengelaman, maka 

hasilnya tentu tidak akan memuaskan.
25

 

f) Market (Pasar ) 

Dalam dunia bisnis, Pasar memengang posisi yang cukup penting 

dan strategis. Pasar sebagai ujung tombak dalam aktivitas bisnis, karena di 

sanalah bisnis bias mendapatkan keuntungan. Bisnis selalu mengedepankan 

kostumer oriented atau maker oriented, di mana sebagai pelaku bisnis 

apabila ingin berkembang dan maju ,maka harus mengetahui apa yang 

menjadi kebutuhan dan kegiatan pasar. Perusahaan yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pasar akan tetap bertahan dan mampu bersaing 

dalam lingkungan persaingan yang kompetitif. 

3) Fungsi Manajemen 

Sebuah perusahaan dibangun dengan suatu tujuan yang hendak dicapai 

oleh seluruh anggota organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Tujuan tersebut di antara meliput : 

a) Kelangsungan hidup usaha 

b) Keuntungan yang maksimal 

c) Perumbuhan yang berkelanjutan 

d) Penyedian lapangan kerja 

e) Investasi dan pemgembangan usaha, dan sebagainya, 
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Tujuan yang disampaikan di atas dapat dilihat dalam berbagai sudut 

pandangan semisal keuntungan maksimal, perusahaan sebagai organisasi yang 

mengharapkan profit akan membandingkan anatara pengembalian ( return ) 

investasi dengan besaran nilai investasi yang diberikan, dengan harapan bisa 

segera kembali dan memiliki nilai pengembalian yang lebih besar. 

Sedangkan tujuan perusahaan yang berkaitan dengan tersedianya 

lapangan pekerjaan adalah sebagai upaya sosial yang sebagai wujud kepedulian 

26
perusahaan. Kesemuanya dari tujuan tersebut akan tercapai apabila 

perusahaan mampu secara oprimal memanfaatkan semua sumber daya yang 

dimilikinya. 

Para ahli, dalam manajemen dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi 

dalam manajemen dikenal dengan planning.organizing,actuating, dan 

controlling (POAC). 

(1). Planning( perencanaan ) 

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari 

organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 

Dalam mengawali setiap aktivitas pada sebuah pekerjaan dalam 

organisasi bisnis, dibutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama 

untuk menentukan arah dan tujuan organisasi bisnis kedepan.Perencanaan 

memiliki beberapa manfaat, yaitu : 

(a). Protective Benefit  

Perencanaan disusun dimaksudkan untuk menekan atau 

meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan sehingga 

dari tujuan orgnisasi bisnis dapat tercapai. 

(b).Positive Benefit 
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Perencanaan disusun dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

arah dan tujuan organisasi bisnis yang sudah ditentukan dalam VISI 

dan MISI perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

(2).Organizing ( pengorganisasian ) 

Pengeorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan 

penyusunan atau alokasi sumber daya  organisasi dalam bentuk desain 

organisasi atau  struktural organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan 

yang tertuang di dalam visi dsan misi peusahaan,sumber daya organisasi, 

dan limgkungan bisnis perusahaan tersebut.
27

 

Yang di atas terbagi menjadi 3 (tiga) macam,antara lain: 

(a) Sumber daya manusia (SDM),meliputi tenaga kerja/karyawan,baik 

dari level operasional sampai dengan manajerial. 

(b) Sumber daya fisik, meliputi tanah, mesin, gedung, fasilitas 

perusahaan, dsb. 

(c) Sumber daya organisasional, meliputi brand/merk prosedur dan 

kebijakan (SOP/IK), sistem informasi dan teknologi, dan 

sebagainya. 

(3).Actuating ( pelaksanaan) 

suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota 

kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan 

perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. 

sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala 

bentuk rencana, konsep,ide, dan gagasan yang bentuk rencana, konsep, 

ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level 

manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, 

yaitu visi dan misi organisasi.
28
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Professor Thomas V.Bonoma menyampaikan bahwa dalam 

menjalankan rencana yang sudah sebelumnya disusun sedemikian rupa 

terkadang dalam implementasi bisa jadi terdapat berbagai macam 

kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan 

ataui bahkan berhasil sukses sebagaimana yang dicita-citakan.Berbagai 

macam kemungkinan itu kemudian terangkum sebagai berikut. 

Agar lebih jelas mengenai berbagai kemungkinan yang terjadi 

antara rencana berbagai kemungkinan yang  terjadi antara rencana dengan 

implementasi,berikut ini adalah penjelasannya: 

(a) Success, merupakan hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan 

ini terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan perencanaan 

sekaligus implementasi dari rencana dengan baik pula. 

(b) Roulette,situasi di mana strategi yang diformulasikan oleh 

perusahaan sesungguhnya kurang baik, tetapi hasil yang didapat 

tidaklah terlalu mengecewakan, karena pihak manajemen 

perusahaan ternyata sangat mampu mengimplementasikan strategi 

tersebut dengan baik yang disertai dengan berbagai penyesuaian. 

(c)  Trouble, situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya telah 

diformulasikan dengan sangat baik.Namun,strategi tersebut kacau 

dan tidak optimal karena manajemen perusahaan tidak 

mengimplementasikan dengan baik.
29

 

(d) Failure, merupakan hasil yang terburuk dan planing tidak di 

inginkan oleh manajemen perusahaan.Hal ini terjadi karena strategi 

perusahaan memang diformulasikan dengan baik dan kurang 

memuaskan. Yang lebih buruknya lagi, implementasikanya ternyata 

dilakukan secara kurang baik pula. 
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(4)Controlling ( control/Evaluasi ) 

alah satu fungsi manajemen untuk  melakukan kontrol atau 

evaluasi terhadap kinerja organisasi.Dalam hal ini guna memastikan 

bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat 

berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. 

Selain itu, fungsi manajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan 

ditemukannya penyimpangam dalam praktik pelaksanaannya, sehingga 

bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan 

dan perbikan. 

Pada dasarnya pengawasan merupakan tindak lanjut dari 

fungsi-fungsi sebelumnya bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas 

dalam sebuah organisasi dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna 

memastikan bahwa semua dijalankan sesuai dengan standar dan aturan 

yang berlaku.
30

 

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK ) 101 

Pernyataan ini bertujuan untukmengatur penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose Financial Statements) untuk entitas 

syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agara dapat dibandingkan baik 

dengan laporan keunagan entitas syariah lain. Pengakuan,pengukuran,penyajian,dan 

pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam pernyataan standar 

akuntansi keuangan (PSAK) terkait. 

a. Ruang Lingkup  

Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas 

syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan 

standar akuntansi keuangan.
31
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Entitas syariah yang di maksud di PSAk ini adalah entitas yang 

melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar penggunaan 

laporan.Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan 

yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumentasi publik lainnya 

seperti laporan tahunan atau prospektif.Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan 

keuangan konsolidasian. 

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan 

sesuai permintaan khusus (statutory) sepertih pemerintahan, Lembaga pengawasan 

independen, Bank sentral,dan sebagainya. 

Peryaataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah 

yang beriorentasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik.entitas nirlaba 

syariah,entitas sektor publik,pemerintahan dan entitas syariah lainnya yang akan 

menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian 

terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah 

laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen 

tambahan dalam laporan keuangannya. 

Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi 

atas saham, Misalnya koperasi, Memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap 

penyajian dalam laporan keuangannya.
32

 

1) Dasar laporan keuangan PSAK 101 

a) Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi atas anggaran pendapatan 

dan biaya (APB) dan perbandingan antara realisasi dan anggaran pada satu 

periode pelaporan 
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b) Laporan aktivitas menyajikan ikhtisar sumber berupa pendapatan dan alokasi 

berupa biaya yang dikelola oleh PTM dalam satu periode pelaporan. 

c) Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan PTM mengenai 

aset,kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

d) Laporan arus khas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

pokok(Rutin), aktivitas Non pokok(Non rutin) dan aktivitas investasi dengan 

menggunakan metode langsung. 

e) Catatan atas laporan keuangan meliputi pejelasannya naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam laporan realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan 

Arus kas. 

2) Identitas laporan keuangan 

Laporan keuangan diindentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari 

informasi lain dalam dokumentasi publikasi yang sama.
33

Laporan keauangan 

sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumntasi seperti laporan tahunan atau 

prospectus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk 

informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya oleh 

karena itu sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan sesuai 

dengan PSAK. 

3) Periode pelaporan 

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan.Apabila tahunan 

buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk 

periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka 

sebagian tambahan terhadap periode cukupan laporan keuangan, entitas syariah 

harus mengungkapkan:  

a) Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode suatu tahunan dan,  
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b)Fakta bahwa jumlah kompratif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, 

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan yang terkait 

tidak dapat diperbandingkan. 

4. Akuntansi Syariah 

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat  dijelaskan melalui akar 

kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah . Definisi bebas akuntansi adalah 

identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, 

penggolongan, serta pengihtisaran transaksi tersebut sehingga menghasulkan laporan 

keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi 

bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi 

oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.
34

 

Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut’’muhasabah’’ yang berasal dari kata 

hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasabah, hasban, menghisab, 

yaitu menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan 

tertentu. Kata “hisab’’ banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang 

hamper sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka,seperti Firman Allah swt: 

QS.Al-Isra:17/12 

                                       

                         

   Terjemahnya:  

“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami 
hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar 
kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui 
bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu Telah kami 
terangkan dengan jelas”.

35
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QS.Al-Thalaq :65/8

                          

      

 
Terjemahnya :  

“Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah 
Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka kami hisab penduduk negeri itu 
dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang 
mengerikan”. 

36
 

 

QS.Al-Insiqah: 84/8 

      

Terjemahnya : 

“Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah”.
37

 
 

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukan pada bilangan atau perhitungan yang 

ketat, teliti, akurat, dan accountable. Oleh karna itu,akuntansi adalah mengetahui 

sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan thidak pula lebih. Berdasarkan 

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu 

kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan 

ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung zhulum 

(kezaliman), riba, maysir (judi) gharar (penipuan), barang yang haram, dan 

membayangkan jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagau proses akuntansi atas 

transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang 

disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data 

finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan 
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syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam,misalnya 

adanya kewajiban membayar zakat. 

a. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah 

1) PertanggungJawaban( Accountability ) 

Prinsip pertanggung jawaban (accountability), merupakan konsep yang 

tidak asing lagi dikalamgan masyarakat muslim. pertanggungjawaban selalu 

berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim ,persoalan amanah 

merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam 

kandungan. Manusia dibebani oleh allah swt.untuk
38

menjalankan fungsi 

kekhalifaan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau 

menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses 

pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. 

Implikasi dalam bisbis dann akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat 

dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggungjawaban yang telah 

diamanatkan dan di perbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 

2) Prinsip keadilan 

Menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah;282 terkandung prinsip keadilan 

yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, dan nilai 

inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu 

pada dasarnya memiliiki kapasitas dan energi untuk bebuat adil dalam setiap 

aspel kehidpuan. Pada konteksnya akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 

282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan oleh perusahaan harus dicatat 

dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar 265 juta, maka 

akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai 

dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap 

transaksi yang dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktis 

akuntansi perusahaan. 
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Surah Al-Baqarah : 282 

                           

                       

                                     

                           

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur.. 

 
3) Prinsip kebenaran 

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip 

keadilan.sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah 

pengakuan,pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik 

apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat 

menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengatur, dan melaporkan 

transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, 

nilai-nilai kebenaran, kejujursn dan keadilan harus diaktualisasikan dalam 

praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaiaman nilai-nilai kebenaran 

membentuk akuntansi syariah, dapat diterangakan.
39
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Berdasarkan pada nash-nash Al-Qur’an yang telah dijelaskan tetang 

konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat 

disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syariah sebagai berikt:  

a) Dilaporkan secara benar  

b) Cepat dalam pelaporannya 

c) Dibuat oleh ahlinya (akuntan) 

d) Terarah,jelas, tegas dan informative 

e) Memuat informasi yang menyeluruh 

f) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan 

g) Terperinci dan teliti 

h) Tidak terjadi  manipilasi 

i) Dilakukan secara kontinu (tidak lalai) 

b. Nilai-nilai Akuntansi Syariah 

Akuntansi modern tidak mungkin bebas dari nilai dan kepentingannya 

apapun karena dalam proses penciptaan akuntansi melibatkan manusia yang 

memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Nilai utama yang melekat 

dalam diri akuntansi modern adalah nilai egoistic dan materialistis. Bila 

informasi yang dihasilkan oleh akuntansi modern adalah nilai egoistic 

dikonsumsi oleh para pengguna, maka dapat dipastikan bahwa pengguna tadi 

akan berfikir dan mengambil keputusan yang egoistik pula. Bagi kalangan 

masyarakat muslim, tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak 

kehidupan manusia. Akuntansi syaraiah, hadir untuk melakukan dekontruksi 

terhadap akuntansi  oderan.
40

Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi 

syariah berusaha memberikan kontribusi bagi bagi akuntansi sebagai instrument 

bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia. 

Pada versi pertama,akuntansi syariah memformulasikan tujuan dasar 

laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk 
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akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syariaah merupakan 

informasi materi seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva 

spiritual adalah ketakwaan, sementara aktiva mental adalah aklak yang baik 

dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk 

akuntabilitas, akuntansi syariah memiliki dua  macam akuntabilitas horizontal 

berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara 

akuntabilitas vertikal dalam akuntabilitas kepada sang pencipta alam semesta.
41

 

Pada versi kedua, tujuan dasar laporan keuangan syariah adalah 

memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta 

menstimulasi bangkitnya kesadaran ketuhanan. 

Ketiga tujuan ini, merefleksikan secara bertutut-turut dunia 

materi,mental, dan spiritual.Tujuan pertama secara khusus hanya 

menginformasikan dunia materi baik yang bersifat keuangan maupun non 

keuangan. Tujuan kedua membutuhkan bentuk laporan yang secara khusus 

menyajikan dunia mental yaksi rasa damai, kasi dan sayang. Selanjutnya tujuan 

ketiga, disajikan dalam wadah laporan yang khusus menyajikan infomasi 

kebangkitan kesadaran ketuhanan. 

Kinerja manajemen syariah memiliki tiga bentuk realistis yaitu fisik 

(materi) dengan perspektif kesalehan keuangan yang memiliki indikator seperti 

nilai tambah syariah (profit), dan zakat. Realitas berikutnya adalah psikis( 

mental ) dengan perspektif kesalehan mental dan sosial, yang memiliki 

indikator seperti damai, kasih sayang, adil, empat, dan peduli. Sementara 

realitas terakhir adalah spiritual dengan perspektif kesalehan spiritual,yang 

memiliki indikator seperti ikhsan, cinta, dan takwa. 

Akuntansi syariah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syariah 

islam. Secara ontologis, akuntansi syariah memahami realitas dalam pengertian 
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yang menjemuk.sedangkan secara epistemologi,akuntansi syariah dibangun 

berdunia fisik dengan dunia non fisik. 

C. Tinjauan Konseptual 

Judul skripsi ini adalah “Transparansi Pengelolalaan Dana Desa 

Berdasarkan PSAK 101” sebagai alur fikir dalam penelitian ini maka peneliti 

akan menjelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan 

oleh karena itu dibawah akan di uraikan tentang pembahasan makana judul 

tersebut. 

a. Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Desa Transparansi artinya dalam menjalankan 

pemerintahan, pemerintah mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara 

berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu 

masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang 

keuangan daerah.
42

 Sparansi Pengelolaan Keuangan Desa Transparansi artinya 

dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungapkan hal-hal yang 

sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, 

dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

b. Manajemen 

Manajemen merupakan suatu proses khas terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
43
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c. Dana Desa 

Adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer 

melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 
44

 

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian 

laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini 

mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, 

dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. 

D. Kerangka Pikir 

Penjelasan kerangka fikir ini dimulai dari transparansi pengelolaan 

Dana Desa Mattiro ade sebagai objek penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Transparansi Dana Desa sebagai bukti pengelolaan dana desa yang baik dalam 

mengelola dana dan program-program pemerintahan lainnya agar masyarakat 

tau tentang pengelolaan dana desa. 

Standar laporan keuangan yang digunakan seharusnya betul-betul bisa 

menjadi standar laporan keuangan yang baik dan transparansi guna 

menghilangkan pemikiran negatif masyarakat terhadap dana desa. Alur fikir 

penelitian ini dimulai dari desa sebagai tempat/lokasi penelitian yang 

kemudian akan menjadi Transparansi manajemen pengelolaan dana desa 

sebagai objek penelitian kemudian akan disandingkan dengan PSAk 101  yang 

muatannya tentang penyajian laporan keuangan keuangan syariah kemudian 

indikator penguat transparansi yaitu, Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi 
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transparansi, Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 

Adanya independen dan efektif, Adanya keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1: Kerangka Fikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa 

hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Fokus penelitian,jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Maka dapat penulis uraian 

sebagai berikut: 

Jenis penelitian merujuk pada permasalahan yang penulis angkat dalam 

pembahasan ini maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dan 

berdasarkan masalahnya maka digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendskripsikan atau menjabarkan 

situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak 

dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode 

yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam berbagai individu, 

kelompok masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh 

dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang akan digunakan 

ialah pendekatan fenomenologis, yaitu mencari mencari informasi atau dengan 

mengumpulkan data berupa uraian kata” yang dilakukan peneliti melalui wawacara, 

observasi maupun dokumentasi dengan berfokus pada pemahaman atau bagian-

bagian yang spesifik atau perilaku khusus
45

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat peaksanaan 

penelitian adalah Kantor Desa Mattiro Ade. 
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2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam merampungkan 

penelitian ini kurang lebih 2 bulan. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Transparansi Manajemen Dana 

Desa kabupaten. Pinrang Berdasarkan PSAK 101 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh oleh informan maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam 

lainnya guna keperluan penelitian tersebut.
46

 Dalam penelitian lazimnya terdapat dua 

jenis data yang di analisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang 

akan diteliti.
47

Informan adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai sampel 

dalam penelitian untukmenjawab pernyataan-pernyataan peneliti.
48

 Data primer 

diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa 

wawancara tentang bagaimana sistem pengelolaan dana desa di kantor Desa 

Mattiro Ade dengan wawancara langsung kepada kepala desa mattiro ade, 

Sekretaris Desa, Staf Desa juga masyarakat desa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, 
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tesis, dan disertasi.
49

 Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, 

surat kabar atau majalah dan internet. 

E. Teknik Pengelolaan Data 

Pada penelitian ini penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi Penelitian 

atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data 

konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang palin strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan 

biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan 

atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.
50

 

Metode observasi langsung yaitu, cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan standar lain untuk keperluan 

tersebut.
51

 Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung di lokasi penelitian 

tentang manajemen dana desa di kantor Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang. 

2. Wawancara 

 Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi (Data) dari informan denagan cara bertanya langsung 

secara bertatap muka. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara 

dengan bendahara desa maupun dengan kepala desa dan masyarakat desa. 
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3.Dokumentasi 

 Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam 

catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data 

primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.
52

 

F. Uji Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari  uji 

credibility (validitas data internal)
53

 

Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah : 

     Credibility 

Uji Credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

yang yang disajikan oleh peneliti. Agar hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

tidak diragukan sebagai suatu karya ilmiah. 

a. Perpanjangan Pengamatan  

Perpanjangan Pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan atau 

kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali 

ke lapangan  guna melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi 

terhadap sumber data yang ditemui maupun sumber data yang baru. 

Perpanjangan pengamatan artinya hubungan peneliti dengan sumber akan 

semakin terbuka dan saling munvul kepercayaan, sehingga data atau informasi 

yang didapat sudah dapat dikatakan kredibel  atau dapat 

dipertanggungjawabkan maka perpanjangan pengamatan akan diakhiri. 
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b. Meningkatkan Ketelitian dan Kecermatan dalam Penelitian 

Meningkatkan ketelitian atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

dapat dipastikan data atau informasi serta knologis peristiwa dapat direkan 

atau dicatat dengan baik dan sistematis. Meningkatkan ketelitian adalah salah 

satu cara mengecek/mengontrol tugas atau pekerjaan apakah data yang telah 

diperoleh, diolah dan disajikan sudah benar atau belum. 

Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan peneliti dengan membaca 

beberapa referensi dokumen,penelitian terdahulu dan buku terkait dengan 

membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan cara tersebut,maka 

akan membuat peneliti semakin cermat dalam menyajikan laporan dan 

menjadi laporan yang berkualitas. 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti melakukan pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.Sehingga terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik,dan pengumpulan data dan waktu.
54

 

1) Triangulasi Sumber 

Pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara memeriksa datayang 

telah diperoleh dari bebergai sumber. Data tersebut dianalisis oleh peneliti 

sehingga mengahsilakan kesimpulan yang selanjutnya akan dimintai 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.
55
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G.Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data 

yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis 

data menggunakan data deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisas data-

data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 

beserta.
56

 

Dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat 

dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan 

mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang 

berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. 

1.  Reduksi Data (data Reduction) 

 Membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan 

pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-

menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

2. Penyajian data (data display)
57

 

 Data diarahkan agar terirganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam 

uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (flow diagram), tabel dan lain-lain. Data 

yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian 

lapangan (data primer) akan danalisis secara deskriftif kualitatif dengan melihat 

pengelolaan dana.
58

 

3.Penarikan kesimpulan (conclution) atau verifikasi  

 Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan 

sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan 
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kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, 

tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Manajemen Dana Desa 

 Mananjemen dana desa dilihat Dari rancangan melalui MUSREMBANG  

arah kebijakan pembagunan desa di mana harus mencapai dan mendukung visi-misi 

desa dengan mempertimbangkan kodisi, potensi dan peluang yang dimiliki desa 

dalam mengatasi masalah dan kendala di desa. Kemudian berdasarkan hasil 

perencanaan yang  yang kemudian dilakukan penetapan dalam musyawarah desa dan 

setelah tindakan yang layak ditetapkan. Maka kegiatan pembangunan yang sejenis 

akan dikelompokkan dalam program-program pembangunan tersebut dikelompokkan 

kedalam masing-masing bidang kewenangan desa yakni penyelenggaran 

pemerintahan desa pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa juga dan penanganan bencan. 

   Strategi atau rencana pembangunan Desa Mattiro Ade  dimana harus 

meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik agar masyarakat mudah 

mengakses juga dapat memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk 

meningkatkan sarana dan prasaranan pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya 

hal ini yang akan menggali dan menigkatkan seluruh potensi SDA dan SDM dengan 

berbagai bidang, berdasarkan hal tersebut akan mampu meningkatkan kualitas dan 

kuantitas keagamaan dan kebudayaan melalui hal ini masyarakat akan aktif mengikuti 

program-program kemajuan desa dan pemerintahan daerah, Provinsi dan Pusat. 

 Masyarakat akan berpartisipasi juga berperan aktif dalam kegiatan dan 

mendorong kemajuan dan pembagunan desa, menyukseskan semua program-program 

pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menigkatkan pendapatan dari 

hasil usaha desa dengan membangun usaha milik desa juga mengoptimalkan 

pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa mengindetifikasikan retribusi pendapatan 

desa, mengadakan kerjasama dengan pihak investor yang bisa menanamkan 

modalnya dalam pengembangan potensi yang ada di dalam wilayah desa Mattiro Ade 



43 

 

 

 

dengan berkordinasi secara aktif dengan instansi-instansi terkait baik di 

Kecamatan,Kabupaten, Provinsi dan Pusat. 

  Bentuk manajemen dana desa juga di rampungkan bersama tokoh-tokoh 

masyarakat agar  masyarakat mampu melihat bagaimana sistem dan bentuk 

manajemen dana desa yang akan di lakukan setiap ingin melalukan pembangunan 

maupun adanya bantuan-bantuan yang ada untuk masyarakat desa   

1). Perencanaan 

Perencanaan proses yang dilakukukan unntuk membuat strategi yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mengawali setiap aktivitas yang akan 

dilaukan sebagai tahap pertama untuk menentukan arah dan tujuan menekan atau 

meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan yang akan dilakukan 

dapt tercapai. 

“Rustan Sali mengatakan pertama itu ada yang namanya musyawarah dusun 

itu karna di  mattiro ade ada empat dusun setiap dusun itu masing-masing di 

lihat skala prioritas dan tidak ada satupun kegiatan yang tidak di lakukan 

musyawarah makanya ada yang namanya musyawarah dusun itulah yang 

dibawa nanti kemusyawarah desa disitulah dibicarakan berapa besar anggaran 

yang di butuhkan dalam setiap hitungan program kegiatan sehingga semua 

dusun itu mempunyai skala prioritas disitulah kita melihat yang mana 

memang skala prioritas yang dusun akan di masukkan dalam rencana kerja 

untuk tahun anggaran tahun tersebut makanya di hadirkan semua elemen 

masyarakat ini tokoh-tokoh masyarakat atau pemuda LKD dan BPD untuk 

membicarakan seberapa banyak anggran yang di  butuhkan dalam satu 

dusun”
59

 

Mendegar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat 

dijabarkan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan ada yang dikatakan musyawarah 

desa pada musyawarah desa disini untuk membicarakan rencana kerja dan anggaran 

yang akan digunakan empat dusun, segala sesuatu atau segala keluh kesah yang ada 

di masyarakat akan dikumpulkan ataupun vasilitas yang kurang memadai untuk 

masyarakat, segala kebutuhan masyarakat akan di bicakan melalu musyawarah dusun, 

dengan melihat  setiap dusun masing-masing memiliki skala prioritas disini dilihat 
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skala prioritas bahwa inilah dusun yang memang sangat mendesak untuk diadakan 

pembangunan  kemudian setiap kegiatan selalu di adakan musyawarah dengan 

menghadirkan para elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat pemuda LKD dan 

BPD kemudian akan di serakan kekepala desa untuk di setujui. 

 “Herman mengatakan perencanaanya itu bisa dilakukan musdus (musyawarah 

dusun)kemudian penyusunan perencanaan kemudian melihat berapa besar 

anggarannya terus dilaksanakan untuk penyusunan APBDES kemudian di 

paparkan apa yang menjadi kendala untuk dilaksanakan pembangun untuk 

tahun berikutnya atau untuk tahun yang akan berjalan”
60

 

Mendegar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber sebelum melakukan 

kegiatan harus di adakan musyawarah dusun di musyawarah dusun disitulah akan di 

rampung segala saran-saran yang ada dari masyarakat baik dari pembangun ataupun 

bantuan dengan melihat berapa besar anggaran yang akan digunakan, anggaran yang 

digunakan pada pembangunan harus memiliki rencana yang baik dan terstruktur 

kenapa demekian seperti itu karna sperti yang kita lihat bersama bahwa hal yang 

paling sensitif  adalah pemvangunan jadi rencana anggaran harus disusun dengan baik 

dan benar. kemudian dilaksanakan APBDES dan dipaparkan apa yang menjadi 

kendala untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan. 

“Hamdana mengatakan perencanaan angka manang ni sesuai kebutuhan na 

masyarakat rekeng to apa-apa kan istilahnya perencanaan dari masyarakat ji 

juga, yang pasti bukan kami yang merencanakan sepenuhnya mrencanakan 

yang jelas itu masukan dari masyarakat begitupun realisasinya pokonya dari 

masyarakat semua tidak di bilang kita staf desa atau aparat desa kita yang 

menentukan semuanya artinya ini penyetujuan  masyarakat yang merencakan 

memasukkan dan nanti itu kami yang menyetujui bapak yang menyetujuai”
61

 

Artinya : Hamdana mengatakan perencanaan semua sudah ada dan sesuai 

kebutuhan masyarakat apapun seperti perencanaan semua penuh dari masyarakat 

juga, yang jelas bukan kami yang merencanakan  sepenuhnya, yang merencanakan 

yang jelas itu masukan dari masyarakat begitupun realisasinya bahkan bisa dibilang 

semua dari masyarakat sedangakn kami staf desa atau aparat desa kita yang 
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menentukan semuanya dalam artian ini penyetujuan masyarakat dan perencanaan 

sisanya kami yang dari staf desa desa dan bapak yang menyetujuinya. 

Dari apa yang disampaikan narasumber  semua ada sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat apun itu masyarakat akan menyampaikan kebutuhan dusunnya masing-

masing karna  perencanaan semua dari masyarakat masukan-masukan dari 

masyarakat dalam artian masyarakat menyusun  segala rencana-rencana kerja, 

masyarakat diberi tanggungjawab penuh dalam menrancang segala kebutuhan mulai 

dari pembangunan, bantuan dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan  masyarakat 

kemudian yang akan menyetujui semua aparat desa dan kepala desa hal ini sangat 

diharapkan masyarakat karna apa yang di rencanakan mereka berharap penuh dapat 

terealisasikan untuk melihat desa lebih maju. 

2. Pengorganisasian 

Proses kegiatan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk organisasi 

atau struktural organisasi sesuai dengan tujuan dengan melihat SDM meliputi tenaga 

kerja/ karyawan , baik dari level operasional sampai dengan manajerial. 

“Rustam mengatakan bahwa di dusun alhamdulillah dalam hal sistem 

pengelolaan dana desa alau berbicara masalah sumber daya manusianya di 

desa paling berfariasi awamnya ada masyarakat awamnya ada masyarakat 

menengahnya ada masyarakat tuanya kalau kita melihat sekarang kondisi desa 

yang ada yang dibanding sebelumnya itu alhamdulillah SDM kita itu sudah  

mulai bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya hampir  setiap rumah itu tidak 

adalagi anak-anak yang tidak sekolah bahkan di setiap rumah itu tidak pernah 

lagi kita dapatkan anak-anak yang tidak kuliah orang tua yang tidak 

menguliahkan anaknya bahkan di setiap rumah itu ada berapa foto toga ada 

yang sudah S1 atau S2 bahkan S3 setiap desa itu.
62

 

Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber di desa dalam hal sistem 

pengelolaan dana  desa dan berbicara masalah sumber daya manusia itu ada 

bervariasi yang pertama ada yang namanya masyarakat awam yang kedua ada yang 

namanya masyarakat menengah dan yang ketiga ada yang namnya masyarakat tua , 

dan melihat kondisi desa saat ini   sangat berubah pesat dibanding desa yang 

sebelumnya mengapa demikian saat ini SDM desa sekarang sudah agak membaik 
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dibanding tahun sebelumnya karna melihat tenaga pendidik dulunya masih sangat 

menim anak-anak dulunya malas akan pendidikan malas untuk melanjutkan 

pendidikan tetapi sekarang atau saat ini  anak-anak maupun remaja sampai dewasa 

sangat mementingkan pendidikan yang notabenenya memang sudah menginjak 

pendidkan kejenjang yang sangat tinggi hal ini dapat kita lihat dengan kemajuan desa 

yang bisa dibilang sudah termasuk desa berkembang. 

“Herman mengtakan bahwa yah itu tadi seperti saya bilang mulai dari 

musyawarah dusun baru tingkat desa dan dipaparkan apa yang menjadi kendala”
63

 

Mendegar dari apa yang dikatan narasumber bahwa hal ini sama dengan yang 

disampaikan sebelumnya  struktural organisasi sama dengan apa yang di rencanakan 

jadi apa yang sudah di rencakan itulah yamg terbentuk menjadi ssebuah struktural 

yang akan dijadikan pedoman untuk melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan 

disusun dengan baik dan disetujui oleh pala desa itu sendiri mulai dari tingkat dusun 

lalu ketingkat desa untuk melihat apa yang menjadi kendala jadi setelah strukturalnya 

sudah dibentuk sedemikian rupa semua akan siap untuk dijalankan. 

“Hamdana mengatakan bahwa ada untuk itu strukturalnya termasuk rekeng 

kaya pkk ada lengkap alhamdulillah, ada pokja ada swisma.pokja Kelompok 

kerja dan sawisma hampir sama ji pkk,pkja kaya sawisma to ada masyarakat 

yang ada dio kelompok itu biasanya kaya ada satu kelompk itu yang mendata 

masyarakat yang lain.
64

 

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber struktural yang dimaksud 

seperti pkk, masalah struktur lengkap ketika struktural yang dibentuk sedemikian 

rupa dan dijadikan acuan atau landana dalam mrlakanakan kegiatan dalam hal ini 

seperti PKK, POKJA( Kelompok Kerja) dan SAWISMA di mana struktural ini diberi 

amanah langsung untuk mendata semua data-data masyarakat yang di perlukan. Hal 

ini membuktikan bahwa dalam hal struktural itu di buat dengan baik dan betul-betul 

terstruktur, ini juga akan menjadi pemenuhan SDM yang ada karna melihat dari apa 
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yang disampaikan tenaga kerja yag digunakan cukup baik sehingga aparat desa 

nantinya tidak kewalahan dalam hal mendata semua masyarakat desa karna adanya 

beberapa tim khusus yang di siapkan untuk mendata. 

3. Pelaksanaan 

 Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha 

untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, 

proses implementasidari segala bentuk rencana, konsep, ide dan gagasan yang bentuk 

rencana,konsep, ide dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level 

manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan. 

 “Rustam mengatakan bahwa semua dusun harus ada dalam artian tetap ada 

pemerataan makanya saya bilang tadi tetapada pemerataan setiap dusunnya 

tergntung dari segala prioritasnya namun berdasarkan luas dan jumlah 

penduuknya karna empat dusun ini semua beda penduduknya dengan luas 

wilayah makanya tergantung dari luas wilayah denagan jumlah penduuknya 

dalam hal rencana pengelolaan dana desa artiya bahwa tidak akan mungkin itu 

kita mengucurkan dana begitu besar  kepada dusun yang hanya sedikit 

penduduknya dan luas wilayahnya sangat sedikit makanya tergantung dari 

luas wilayah dengan skala prioritas yang akan di kerja apakah memang sudah 

mendesak untuk dikerja makanya itu yang jadi prgram kerja utama”
65

 

 Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber  bahwa pelaksanaan dana 

desa semua dusun mendapatkan dana dalam artian adanya pemerataan  di setiap 

dusun di lihat dari skala prioritas dimana hal ini di lihat dari luas wilayah dan jumlah 

penduduk, dalam hal perencanaan dana desa tidak akan mengeluarkan dana begitu 

banyak kepada dusun yang memilik wiliyah dan jumlah penduduk yang sedikit karna 

dana yang dikeluarkan memang sudah sesuai dengan luas wilayah dan jumlah 

penduduk masing-masing dusun, wilayah dengan skala prioritas akan dan sudah 

mendesak akan dijadikan program kerja utama untuk di kerjakan jadi setiap kegiatan 

dilaksanakan secara terstruktur agar semua terpeneuhi dalam hal pembanguna dengan 

melihat skala prioritas bukan menentu bahwa ada dusun yang tidak dapat 
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pembangunan akan tetapi betul-betul melihat dusun yag memang sudah sangat 

mendesak. 

 “Herman mengatakan bahwa begitu kalau dibidang pembangunannya 

dibidang pembangunan dusun ini sudah dibahas di tingkat dusun ini lalu di 

musyawarakan lagi di tingkat desa bilang ini yang jadi prioritas untuk 

perencanaannya yang akan datang. Kalau masalah pembangunankan selama ini kita 

laksanakan swakelola artinya pelaksanannyakan yah bagus ji ceritanya tidak adaji 

kendala karna banyak tahap yang melewatinya dari inspektorat pemeriksaan dari 

pendamping desa baru kita bilang bagus atau tidaknya”
66

 

 Mendengar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber bahwa dibidang 

pembangunan telah dibahas di tingkat dusun lalu dibawa ketingkat desa yang mana 

akan dijadikan prioritas. Kemudian masalah pembangunan selama ii dilaksnakan 

swakelola dalam artian pembangunan sudah baik  dan tidak ada kendala karna 

sebelum itu harus melalu beberapa tahap dari inspektorat dan pendamping desa itu 

sendiri” 

 “Hamdana mengatakan bahwa alhamdulillah untuk  yang tahap-tahap yang 

kemarin itu lancar cuman yang inikan semenjak corona 2020 dan 2021 banyak 

perencanaan pekerjaan fisik tidak tercover karna di alihkan pengalihan dana 

ceritana kebanyakan kebantuan sekarang, sekarang 2021 lihat maki ada 

beberapa fisik yang tertunda bahkan banyak malahan hampir semua karna ada 

beberapa fisik ji ini yang sempat kita kerjakan karna semua dana, lebih kalau 

untuk masyarakat alhamdulilah merata karna beberapa bantuan ada BLTD, 

BST ada BPMT dan ada PKH hampir rata karna maksudnya mungkin kalau 

ada pale yang nderekeng nalattu  maksunya kita tidak terlalu tahu itu 

apanakan yang paling tau itu kepala dusun dia yang paling tahu masyakatanya 

toh yang ini butuh bantuan yang ini yang tidak. Dan ada juga sih banyak 

macamnya kepelatihan-pelatihan seperti itu kan kita kalau dana di sini larinya 

kesini semua tidak ada yang keluar untuk gaji staf.
67

 

 Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber alhamdulillah untuk tahap-

tahap ynag kemarin berjalan dengan baik masalah pelaksanaan akan tetapi semenjak 

masuk tahun 2020-2021 banyak sekali terkendala karna corona apalagi pada masalah 
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pembangun fisik banyak sekali kendala karna dana yang di peruntukkan untuk 

pembangunan dilariakn kebantuan. Kemudian masalah bantuan sudah merata karna 

banyaknya bantuan yang ada seperti BLTD, BST, BPMT, PKH  hampir rata kalaupun 

ada yang tidak rata di luar dari tanggungan desa karna yang mengetahui masalah 

kondisi masyarakat adalah kepala dusun. Dan adanya pelatihan-pelatihan kemudian 

dana yang digunakan memang untuk dana yang sudah peruntukkan untuk 

pembangunan dana bantun sama sekali tidak ada yanmg di keluarkan untuk gaji staf. 

4. Pengevaluasian 

 Alat dan fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap 

kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang sudah 

direncanakan, disusun, dan ndijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau 

prosedur yang telah dibuat. Selain itu, fungsinmanajemen ini akan bisa memonitor 

kemungkinan ditemukannya peyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga 

bisa terdeteksi lebih dari untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. 

 Pada dasarmya pengawasan merupakan tindakan lanjut dari fungsi-fungsi 

sebelumnya bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas dalam sebuah organisasi 

dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna memastikan bahwa semua dijalankan sesuai 

dengan standar dan aturan yang berlaku. 

 “Rustam mengatakan bahwa jadi sebenarnya disini ada di desa itun ada yang 

namnya tim pengelola kegiatan jadi kepala desa itu hanya kuasa penuh 

anggaran bukan kita yang kelola  ada yang namanya  tim pengelola kegiatan 

TPK namanya, TPK itu bekerja berdasarkan juknis yang ada yang kedua TPK 

tidak semenah-menah melaksanakan  atau mengerjakan apaka itu fisik apakah 

itu masalah pelatiham-pelatihan itu TPK tidak semerta-merta  ada memang 

pertama ada yang namanya pengawas tingkat pengawas di desa BPD(Badan 

pengusunan didik) itu yang menegontrol yang kedua setiap dana desa yang 

keluar perempat bulan di setiap selesai kegiatan ada yang dinamakan 

pemeriksaan fisik dan administrasi yang pertama memeriksa adalah tim 

kecamatan yang melipututi orang-orang tekhnis juga bersama dengan 

konsultan dan ada memang pendamping desa di, di setiap desa ada yang 

namanya pendamping kecamatan bekerja sama dengan pemeriksaan fisik dan 
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administrasi setelah itu ada lagi pemeriksaan dari timgkat kabupaten ada yang 

namanya inspektorat atau bawasda bahkan hampir setiap tahun.
68

 kami selalu 

mendapatkan pemeriksaan dari BPK dan BPKP tapi ini tidak merata karna 

hanya sampel alhamdulillah hampir semua desa sudah di periksa oleh BPK 

dan BPKP” 

 Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber di desa ada yang namanya 

tim pengelola kegiatan jadi kepala desa hanya memiliki kuasa penuh mengenai 

anggaran bukan merekan yang mengelola karna memang ada yang namnya tim 

pengelola kegitan TPK. TPK harus bekerja berdasarkan juknis yang telah di atur TPK 

tidak boleh semenah melaksanakan kegaiatn atau pemeriksaan fisik dan administrasi. 

Karna yang memeriksa pertama adalah tim kecamatan yang memang bersama orang-

orang tekhnis dangan kosultan, kemudian ada yang dinamakan pendamping desa dan 

memang setiap desa memeiliki pendamping desa juga ada yang dinamakan 

pendamping kecamatan bekerja sama dengan pemeriksa fisik dan administrasi, stelah 

itu di bawa ketingkat kabupaten yang namnay inspektorat atau bawasda. Hampir 

setiap tahun  desa selalu mendapatkan pemeriksaan dari BPK dan BPKP tapi hal ini 

tidak merata karna DesaMattiro Ade hanya dijadikan sampel untuk di periksa oleh 

BPK dan BPKP. 

 “Herman mengatakan bahwa tidak terganggu ji karna terlaksana semua ji 

kegiatannya”
69

 

 Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa melihat dari apa yang sudah di 

rencanakan, pengorganisasian dan pelakasnaan hingga pengevaluasan tidak terganggu 

karna semua kegiatan yang dilakukan semuanya terlaksana sampai saat ini hal ini 

dapat artikan selama kegiatan  yang dilakukan apa-apa saja yang sudah di rencakana 

selama ini tidak pernah ada kendala sama sekali semua berjalan sesuai yang di 

inginkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa mulai dari perenanaan semua berjalan dengan 

baik tanpa ada kendala baik dari segi pembangun dan pendanaan semua dilakukan 
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dengan baik, hal ini akan menjadi pedoman untuk desa kedepan telah melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan apa yang doi hararpkan araparat desa maupun masyasrakat. 

“Hamdana mengatakan bahwa selalu bagus karna kenapa memang sudah ada 

poksinya ada memang tomi anunya bilang ini kesini ini kesini jadi ndegagana 

yaseng alesse-lesse ero danae toh bilang dilarikan kesini tidak karna memang 

suduah sesuai dengan perencanaan itu yah itu tomi, itumi dananya seperti 

dana fisik ada memang mi danany tertulis bilang segini jadi tidak ada 

dobilang biar cippe 50 tidak ada karna memang mentong mi disitu anunya 

pokonya harus sesuai tidak ada rekeng dibilang eh palesseni jolo lao okkonoe 

pokonya apa yang sudah direncanakan itumi yang jadi, karna sebekum 

terealisasi di lapor memang dulu jadi memang pura memang ni taroki 

makkada sekian-sekian, harus ni sicocok manang iyero makkada sekian jadi 

pas keluar pada rekeng bendahara toh berapa uang keluar segitu juga uang 

yang harus keluarkan karna angka memang na rekeng list na toh makkada 

sekian-sekian jadi sesuai kebutuhannya jadi kalau cippe dalam pelaporan 50 

iu nda ada berapapun”
70

 

Artinya : 

 Hamdana mengatakan bahwa selalu bagus karna kenapa memang sudah ada 

poksinya memamg sudah ada dananya bahwa ini kesini dan ini kesini jadi tidak ada 

yang namanya pindah-pindah dana bilang dilarikan kesini tidak karna memang sudah 

sssuai dengan perencanaannya yang itu yah itu, jadi itulah seperti dana fisik memang 

sudah ada yang tertulis mengatakan sekian jadi tidak ada dana yang terpotong 50 

tidak ada karna memang sudah ada dana yang sesuai dan tidak ada memang 

berpindah kepembangunan lain. Pokoknya apa yang sudah direncanakan  itulah yang 

akan dijalankan. Karna sebelum  terealisasi dilaporkan terlebih dahulu jadi sudah 

tertulis bahwa sekian-sekian. Harus cocok semua mengatakan bahwa sekian jadi, 

seperti bendahara berapa uang yang di keluarkan sekian juga yang harus keluar karna 

memang sudah ada list mengatakan sekian-sekian jadi sesuai kebutuhannya jadi kalau 

ada yang terpotomg dalam pelaporan 50 itu tidak ada berpapun itu. 
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 Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahawa 

pengevaluasiannya sudah bagus karna dilaksanakan sesuai dengan poksinya jadi 

memang betul tidak ada dana yang disalah gunakan sepeserpun. Hal ini memang 

sudah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan, apapun yang tertulis itulah yang 

harus dilaksanak  8i an, jadi ketika ada dana fisik yang sudah di tentukan nominal 

tidak bisa jadi ubah lagi dan itu tidak akan dilarikan kemana-mana ataupun di potong 

sepeserpun, apapun yang sudah direncanakan itulah yang harus dilaksanakan jadi 

sebelum terealisasikan harus ada pelaporan sebelumnya bahwa sekian dana yang akan 

digunkan dan harus sesuai. Seperti pada saat bendahara mendaptkan transferan uang 

berapun uang yang di transferkan sekian yang harus di lakukan jadi memang betul-

betul tidak ada uang di salah gunakan bahkan ketika ada pelaporan tidak akan ada 

terpotong  sepeserpun. Adapun bentuk daftar isian penggunaan DD ( Dana Desa). 

Tabel 4.1 : Daftar Isian Rencana Kegiatana Penggunaan DD Tahun 2021 

URAIAN 
ANGGARAN 

APBDES 

JUMLAH BIAYA ( Rp ) 

TRIMULAN 

I (40%) 

TRIMULAN 

II ( 40%) 

TRIMULAN 

( 20%) 

A. Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan  
62.409.200 62.409.200 - - 

B. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
297.622.380 85.345.000 187.077.380 25.200.000 

C. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan  48.221.320 39.772.650 8.448.670 8.448.670 

D. Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat  

68.281.000 - 68.281.000  

E. Bidang 

Penagnggulangan  
525.600.000 175.200.200 175.200.000 175.200.000 

F. Pengeluaran 

pembiayaan  

 

150.000.000 97.046.750 23.466.450 29.486.800 
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Jumlah 1.152.133.900 459.733.600 462.473.500 229.886.800 

Silpa DDS 2020 2.699.900 - 2.699.900 - 

 1.149.434.000 459.773.600 459.773.600 229.886.800 

 

Tabel 4.2 : Daftar Isian Rencana Kegiatana Penggunaan DD Tahun 2021 

URAIAN 
ANGGARA

N APBDES 

JUMLAH BIAYA ( Rp ) 

TRIMULA

N I (40%) 

TRIMULA

N II ( 40%) 

TRIMULAN 

III 

( 20%) 

A. Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
27.998.000 - 4.230.000 23.768.000 

B.Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan  
880.451.929 392.811.929 345.711.600 141.928.400 

C.Bidang Pembinaan 

kemasyarakatan  7.159.400 - - 7.159.400 

I Jumlah A+B+C 915.609.329 392.811.929 349.941.600 172.855.800 

II Silpa DDS 2019 51.330.329 47.100.329 4.230.000 - 

III  864.279.000 345.711.600 345.711.600 172.855.800 

 

Bisa kita lihat dari tabel di atas bentuk manajemen dana desa desa yang telah di 

rencanakan dengan semua elemen masyarakat yang ada di desa Mattiro Ade atau 

yang mewakili serta semua pihak yang berkepentingan lalu di bawah untuk di setujui 

kepala desa untuk di laksanakan.  

Dari hasil perencaan di atas nampak bahwa manajemen dana desa dilakukan 

sesuai dengan langkah-langkah dalam manajemen dana desa. Perencanaan di atas 

dijadikan petunjuk dan pentu arah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selama menjabat. 



54 

 

 

 

Kenudian dijadikan tolak ukur keberhasilan perangkat Desa Mattiro Ade dalam 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan pertanggung 

jawaban petinggi Desa Mattiro Ade yang diserahkan kepasa BPD atau masyarakat. 

 

B. Pelaksanaan Transapransi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. 

Pinrang  Berdasarkan PSAK 101 

Pelaksanaan transaparansi manajemen dana desa sangat penting untuk 

masyarakat tentang tentang keterbukaan dana desa yang membuat mansyarakat tidak 

ragu dalam hal pelaksanaan manajemen dana desa. Ketetrbukaan pemerintah dalam 

memebrikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, transparansi di sisni juga 

memeberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 

untuk mengetahui proses anggaran karna menyangkut aspirasi dan kepentingan 

masyarakat , terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. 

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah 

transparansi aparatur dan sistem manajemen public harus 

mengembangkanketerbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good 

governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggawaraan pemerintahan 

yang prefesional , bekepastian hukum, transparan, akuntabel, memeiliki kredibilitas, 

bersih, peka dan tanggap terjhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari 

etika , semangat pelayanan pertanggungjawavban publik.
71

 

Transaparansi juga menjadi sangat penting bagi pelaksanan fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintahan saar 

mememiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak 

bagi orang banyak, pemerintahan harus menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk 
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disembunyikan dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang 

menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 

Manajemen keuangan daerah atau pengelolaan keuangan daerah semuanya 

dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah.Salah satu indikator 

keberhasilan keuangan otonomi daerah adalaha bagaimana pemerintah pusat maupun 

pemerintahan daerah mampu menggunakan dan emanfaatkan sumber daya dimiliki 

secara lebih efektif dan efesien melalui sumber-sumber daya public dalam membiayai 

aktivitas pembangunan yang dilakukan. Sehinggah dengan adanya pengelolaan 

sumber keuangan daerah yang efektif dan efesiensi maka program-program dalam 

pelaksanaan otonomi daerah akan semakin nencapai suatu keberhasilan , dan 

pengelolaan daerah yang dikenal manajemen keuangan daerah. Manajeman keuangan 

daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai 

cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah.
72

 

1. Kerangka Kerja Hukum 

Dalam pelaksanaa Dana desa tentu ada hukum yang melandasi, ada hukum 

yang mengatur pelaksanaan dana desa, Kepala Desa Mattiro Ade Kabupaten 

Pinrang,Peraturan Kepala Desa Mattiro Ade Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Penjabarab Anggaran Pebdapatan Dan Belanja Desa. bahwa sebagai pelaksanaan 

ketentun pasal 4 peraturan desa Nomor 1 Tahun 2019 maka perlu menyusun 

peraturan Kepala Desa tentant Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Mattiro Ade Tahun 2019; 
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Tabel 4.3: Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2019 

No Penjabaran Modal Anggaran Pendapatan 

1 Pendapatan Desa  

 A Pendapatan Asli Desa Rp. 0,- 

 B Transfer  Rp. 1.925.266,- 

 C Lain-lainnya Pendapatan yang sah Rp. 3.407.299,- 

  Jumlahnya Pendapatan Rp. 1.728.673.299,- 

2  Belanja Desa  

 A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 407.882.585,- 

 B Bidang Pembangunan  Rp. 1.404.400.119,- 

 C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp. 5.000.000,- 

 D Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Rp. 162.572. 410,- 

 E 
Bidang Penaggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak Desa 

Rp. 8.705.006,- 

  Belanja Desa  

  Jumlah Belanja Rp. 1.988.559.710,- 

  Surplus / (Defisit) Rp. (59.886.411,-) 

3  Pemberdayaan Desa  

 A Penerimaan Pembiayaan Rp. 59.886.411,- 

 B Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,- 

  Selisih Pembiayaa (a-b) Rp. 59.886.411,- 

  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 0,00 

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam La mpiran yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini. 

Pelaksanaan penjabaran aggaran pendapatan belanja Desa yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan. Anggaran 

(DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala seksi pelaksanaan kegiatan 

anggaran. 

Agar Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 

orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peratura Kepala Desa ini 

dengan penempatannya dalam berita Desa Mattiro Ade. 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa bahwa sebagai 

pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan Desa Nomor 01 tahun 2020 tentang 

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun 
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peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Mattiro 

Ade Tahun Anggaran 2020. 

Tabel 4.4: Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 

No Penjabaran Modal Anggaran Pendapatan 

1 Pendapatan Desa  

 A Pendapatan Asli Desa Rp. - 

 B Transfer Rp. 1.919.489.00 

 C Pendapatan Lain-lainnya  Rp.       7.376.109 

  Jumlah Pendapatan Rp.1.926.865.109 

2 Belanja Desa  

 A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp    539.964.097 

 B Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.405.351.417 

 C Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.      14.159.400 

 D Bidang Penanggulangan Bencana Rp.      48.015.000 

  Belanja Desa  

 E Bidang penanggulangan Bencana, Darurat 

dan Mendesak Desa 

Rp.      12.629.667 

  Jumlah Belanja Rp. 2.020.119.581 

       Surplus / Defisit Rp.    (93.254.472 

3 Pembiayaan Desa  

 A Penerimaan Pembiyaan Rp     93.254.472 

 B Pengeluaran Pembiayaan Rp. - 

  Selisih Pembiayaan (a-b) RP.    93.254.472 

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja  Desa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercntum dalam Lampiran yang merupakan 

bagaian tak terpisahkan dari peraturan Keapala desa ini. 

Pelaksanaan penajabaran anggaran pendapatan belanja Desa yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

(DPA) yang disusun oleh Kepala  Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan 

anggaran. 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiapa orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala 

Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mattiro Ade. 
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“Rustam Sali mengatakan bahwa ada yang namanya papan transparansi ini 

yang akan di input kepusat harus klop jadi ada yang namnya perencanaan itu 

akan terkirim dan terinput kepusat pada masuk di inspektorat dan BKP pada 

saat pemeriksaan itu di klopkan itu oh benar ini yang dikerjakan sekian 

panjangnya sekian volumenya sekian anggaran yang digunakan sekian pajak 

yang di pake artinya dalam hal dana tidak bisa main-main karna semua betul-

betul, makanya saya katakan bahwa seandainya semua dana hampir sama 

dengan dana desa  yang pertama efesien mungkin pelaksanaannya  dalam hal 

pengelolaannya  kemudian betul-betul kita manfaatkan masyarakat yang 

kurang mampu untuk mensejahterakan masyarakat itu artinya bahwa 

seandainya dana desa sama dengan APBD bahwa disampaikan masyarakat  

bahwa sekian anggarannya maka saya rasa mungkin tidak ada orng yang 

main-main di tingkat masalah kontraktor dan kita bukan kontraktor kita hanya 

tim pengelola kegiatan yang melibatkan masyarakat”
73

 

Mendegar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber bahwa masalah 

hukum ada yang namanya papan transparansi yang akan di input kepusat dan 

semuanya harus sesuai mulai dari perencanaan semua akan dikirim kepusat untuk 

diperiksa inspektorat  dan BKP, kemudian pada saat pemeriksaan semua harus di 

klopkan bahwa data ini sudah benar dan dana yang digunakan juga pajak yang 

digunakan artinya dalam hal pelaporan memang harus betul-betul dikerjakan dengan 

baik dan benar, makanya dalam hal ini dana yang digunakan hampir semua sama 

dengan dana yang dilaksanakan seefesien mungkin dalam hal pelaksanaan dan 

pengelolaannya, dan betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Dan desa tidak 

sama dengan APBD karna ini akan di sampaikan kemasyarakat bahwa anggaran yang 

digunkan sekian namun perlu diketahui bahwa aparat desa bukan pekerja sama halnya 

dengan kontraktor melain mereka hanya pengelola yang melibatkan masyarakat. 

2. Akses Masyarakat Terhadapat Transparansi Anggaran 

Dalam desa masyarakat sangat berpersan penting berperan attif dalam 

pelaksanaan dana desa namun hal ini di lihat bagaimana akses masyarakat terhadapat 
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transparansi anggaran yang akan di gunakan dan yang telah di gunakan hal ini sangat 

penting bagi masyarakat. 

“Rustam Sali mengatakan bahwa masalah keterbukaan masyarakat bukan lagi 

terbuka tapi kita sudah telanjang karna mulai dari perencanaannya 

penyususnannya sampai pelaksanaannya semua terbuka karna yang pertama 

memang ada yang namanya papan informasi inilah kegiatan kita laksanakan 

dengan anggaran sekian dengan volume sekian dengan panjang sekian di 

dusun ini yang kedua dalam setiap kegiatan fisik itu yang namaya prasasti 

disitu tijukkan dalam setiap pelaksanaan fisik terdapat papan proyek disitu 

katakanlah sekian anggarannya sekian panjangnya kemudian upah pekerja 

sekian kalau desa itu bukan lagi terbuka transparansi tapi sudah telanjang 

sesuai APBDES tidak ada itu APBD itu hanya papan proyek yang di 

musyawarah bahwa sekian intuisi yang kita kerjakan dan disampiakan 

kemasyarakat apakah memang sudah di terima itu”
74

 

Mendegar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa masalah 

keterbukaan terhdapat masyarakat itu bisa dikatakan sudah telanjang mengapa 

demikian karna mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan semua dilakukan 

secara terbuka karna untuk akses masyarakat yang pertama ada yang dinamakan 

papan informasi yang isinya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan  

melihat anggara dan volume, panjang dusun yang akan di bangun kemudian yang 

kedua ada yang dinamakan prasasti juga ada yang namanya papan proyek untuk 

kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan dengan mencantumkan anggaran yang 

digunkan dan upah pekerja, hal inilah yang yang membuktikan bahwa dana yang di 

pakai sudah transparansi sesuai dengan APBDS dan APBD itu hanya sebuah papan 

proyek yang telah di musyawarahkan bahwa sekian antuisi yang telah dikerjakan lalu 

disampaikan kemasyaraat apakah memang sudah betul-betul diterima hal inilah yang 

membuktikan bahwa akses masyarakat dalam mengetahui transparansi anggaran atau 

dana desa itu sangat mudah dengan beberapa bukti yang dilaporkan oleh aparat desa. 

“Hamdana mengatakan bahwa lihat ki ada papan di depan distukan semua 

sudah tercatat larinya ini kesini ini kesini terus pada saat pengerjaan fisik kan 

ada papan proyek distu semua tercatat itu disitu semua, papan di depan itukan 

papan transparansi makanya itu setiap desa pasti ada papan transparansinya 

seperi itu supaya masyarakat tau ini yang kita kerjakan ini-ini semua,sudah 

terpasang cuman masyarakat kurang membaca dan kurang perhatikan, terus 

perhatikan ki coba lorong yang sudah di kerja desa ada papan proyeknya jadi 

disitu semua ada semua dananya di situ,sesuai dengan dana desuai dengan 
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dana yang ada di pelaporan jadi kita tidak bisa semerta-merta dan mengelak 

bahwa lain di situ,nah kita itu uang seperti posko pembangunan posko adakan 

dananya disitu tertulis jadi langsung memang keluar dananya sekian termasuk 

gajinya pekerja  harga bahan sekian ada semua mi jadi kira-kira kenroi pole 

kenroi rekeng iyero aga-agae rekeng maksunya dibilang pekkoje carana na 

ada kelihatan, makanya saya bilang biasakan bilang sama orang itaki iyero 

anue kalau misalkan ada itu, tidak mungkin tu nde iyoki bawang  mi iyero 

aga-gae makkada angka papan proyek sekedar kita tulis  tidak harus sesuai 

dengan apa yang terpajang di depan apa juga yang akan kami laporkan sesuai 

semuanya degaga lesse.
75

 

Artinya : 

“Hamdana coba lihat yang ada didepan, disitu semua sudah tercatat dana yang 

digunakan, pada pengerjaan fisik di siapkan yang namanya papan proyek 

semua sudah tercatat. Papan yang ada didepan dinamakan papan transparansi 

makanya di setiap desa pasti mempunyai papan transparansi seperti itu supaya 

masyarakat tau ini yang akan dikerjakan, semua papan sudah terpasang cuman 

masyarakay kurang membaca dan kurang memeprhatikan, coba kita 

perhatikan lorong sudah dikerja disitu sudah ada papan proyek dan semua 

dana yang digunakan sudah tercntum, dana yang digunakan sesuai dengan 

dana yang dilaporkan jadi kita tidak bisa semerta-merta  dan mengelak bahwa 

beda. Seperti pembangunan posko dananya sudah tercantum makanya dana 

yang tertulis  dananya langsung keluar sesuai dengan dana termasuk dengan 

gaji pekerja bahwa harga bahan sekian jasi semua sudah ada, kalau dipikir 

kira-kira dana itu dari mana maksudnya bagaimana caranya karna sudah 

kelihatan, makanya saya bilang keorang-orang bahwa coba kita lihat karna 

tidak mungkin hal-hal yang akan dilakukan cuman sekedar tulisan papan 

proyek, kita menulis sesuai dengan apa yang sudah terpajang didepan apa juga 

akan akan kami laporkan sesuai semuanya tidak ada sama sekali yang 

dialihkan” 
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Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber mengatakan bahwa papan 

informasi sudah di siapkan, di papan informasi tersebut sudah tercantum apa-apa 

yang akan dilaksanakan, pada pengerjaa fisik ada yang dinamakan papan proyek 

dengan berisi semua anggaran yang digunakan. Pada setiap desa telah disiapkan 

papan transparansi agar masyarakat tau apa-apa yang akan dilaksanakan dan yang 

sudah dilaksanakan, setiap pembangunan sudah ada papan proyek akan tetapi 

masyarakat yang kurang memperhatikan hal tersebut. hal ini dibuktikan pada setiap 

jalan-jalan desa yang sudah dibangun terpasang papan proyek yang berisikan dana-

dana yang telah digunakan pada pembangunan tersebut. jadi pada pelaporan aparat 

desa tidak semerta-merta dalam membuat laporan keauangn. Ketika adanya 

pembangun seperti pembangunan posko dana yang dikeluarkan semua sudah 

tercantum dengan gaji pekerja. Hal ini disampaikan kemasyarakat agar mereka lebih 

banyak memperhatikan papan yang sudah terpasang karna papan tersebut bukan 

hanya sekedar tulisan, sebagai aparat desa sudah melakukan tugasnya dengan baik 

karna telah melaporkan segala sesuatu yang sudah dilaksanakan. 

 “Herman mengatakan  bahwa jelas adanya papan transparansi ini yang 

dilaksanakan tahun ini sudah jelas ini yang terlaksana papan transparansi atau 

papan informasinya selama ini masyarakat yang berpartisispasi dalam hal ini 

dana desa semua pekerjaannya semua orang di sini kita pake setiap ada 

kegiatan desa masyarakat selalu dilibatkan dalam msalah pembangunan 

masyarakt ji semua yang kerjakan bukan dari luar”
76

 

Dari apa yang di sampaikan narasumber bahwa jelas adanya akses masyarakat 

dengan adanya papan informasi atau papan transparansi bahwa kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksnakan untuk tahun ini dan tahun berjalan, apalagi selama ini 

masyarakatlah yang selalu ikut handil dalam hal pembangunan masyarakat selalu 

berpartisipasi dalam pekerjaan desa, hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

memiliki banyak akses untuk mengetahui transparansi dana desa dan banyak hal 
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yang bisa dilihat masyarakat dalam hal ketransparansian dana dan desa dengan 

adanya papan proyek atau papan informasi. 

“Hanida mengatakan bahwa alhamdulillah itu sudah bagus karna adanya 

pembangunan sudah diliat mi banyak sekali bangunan, buktinya sudah banyak kalau 

saya dana desanya buktinya ini hee jalanan inikan dana desa semua ini dan kalau 

data saya tidak pernah liat tapi kalau masalah pekerjaan sudah nyata begitu, kalau 

masalah bangunannya akan ada tapi kalau data dananya saya tidak pernah liat 

sebagai masyarakat biasa saya tidak tau itu tapi jelas sudah adami diliat”
77

 

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa dalam hal akses 

sudah bagus karnanya adanya bukti pembangunan yang dapat dilihat dari 

masyarakat, banyaknya bangunan sudah menajadi akses bagi mereka mengetahu 

tentang transparansi dana desa itu sendiri, akan tetapi apa yang disampaikan bahwa 

dalam hal data iya belum pernah melihat secara bukti namun berbicara masalah 

bukti fisik sudah banyak sekali bangunan yang di lihat. Hal ini dapat disumpulkan 

bahwa tanpa data tetapi adanya bukti fisik itu sudah menjadi pandangan akses bagi 

masyrakat dalam mengetahu transparansi dana desa. 

“Mardiana mengatakan bahwa akses yang sudah ada karna kelihatanmi 

pembangunanya.
78

 

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa sudah adanya akses 

untuk mengetahui transparansi dana desa dengan melihat bangunan-bangunan. 

Karna masyarakat menggap bahwa adanya transparansi itu dilihat dari apa yang 

sudah dibangun oleh desan itu sendiri kebutuhan yang meraka harapkan selama ini 

terealisasikan, masyarakat berfikir bahwa tanpa adanya data tapi adanya bukti fisik 

sudah membuktikan bahwa desa itu sudah transparan akses masyarakat dalam 

melihat transparansi memang harus adanya bukti fisik yang mereka lihat. 
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“Rahman mengatawan bahwa akses ta itu makanja bangunan na bagus kalau 

masalah pembangunannya karna desa-desa kemarin itu tidak bagus sekarang sudah 

banyak pembangunannya yang jadi kita bersyukur karna bangunannya itu yang 

banyak jadi bersyurki karna dekkadana seddimi dua tallu mi rekeng na bangun yang 

kedua banyaknya mattiro ade itu dia bisa bangun semuakan dan melihat desa-desa 

lain itu saya rasa nde nulle alena makkoro jadi serasa desa sekarang kita sudah liat 

buktinyakan terbukti banyak sudah bangunan yang ada mulai dari puskesmasya 

kantor desanya itulah suatu kelebihan dia jadi kepala desa karna dulu-dulu itu tidak 

seperti itu apalagi jalanan lorong-lorong itu banyak sudah dia bikin bahkan jalan 

tani sudah agak bagus semua yang dulukan tidak ada begitu nanti dia kepala desa 

baru banyak jadi”
79

 

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa dalam hal akses 

masyarakat sudah sangat bagus apalagi melihat dari apa yang disampaiakan bahwa 

dalam hal pembangunan sudah sangat bagus karna desa sebelumnya tidak seperti 

saat ini hal ini menjadi pendudkung bahwa bukti transparansi desa di buktikan 

melalui pekerjaan fisik karna rasa syukur dari masyarakat melihat desa yang sudah 

agak berkembang dengan melihat bangunan-bangun yang telah ada masyarakat 

menilai bahwa trasparansi dana desa hanya di lihat dari apa yang sudah di bangun 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa 

meskipun tanpa data yang masyarakat dapat lihat akan tetap bukti fisik yang 

menjadi tolok ukur pertama dalam hal melihat akses transparansi itu sendiri. 

“Muhammad Ali mengatakan bahwa bagus pelayanannya bagus cepat semua 

ada mau di urus cepat kantornya tidak pernah kosong sesuai jadwal jamnya 

dan melihat dana desa saya lihat bagus-bagus sangat bagus karna tabangun 

semua , kalau dia desa mattiro ade sudah trasparansi karna bangunannya 

sudah kelihatan tidak bisa tidak kelihtan karna merata semua jadi saya tidak 

pernah keluhkan masalah dana desa karna kepala desa bagus dia kerjakan apa 

yang disuruhkan apalagi hal akses ta”
80

 

Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber bahwa dalam hal pelayanan 

dilakukan dengan baik karna setiap ada pengurusan berkas tidak pernah kesulitan, 

karna jadwal yang disusun secara baik sehingga kantor tidak pernah kosong setiap 
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ada pengurusan, kemudian dalam pembangunan dilaksanakan dengan baik, di desa 

mattiro ade sudah bisa dikatakan transparansi mengapa demikian karna bukti 

pembangunan yang sudah banyak dan merata, masyarakat mengatakan bahwa tidak 

ada lagi yang perlu di keluhkan karna dana desa sudah transpansi, kemudian dalam 

akses tidak ada masalah, hal ini dibuktikan karna kepala desa dalam menjalan tugas 

sudah baik dan sesuai dengan apa yang di inginkanoleh masyaarakat. 

“Darwis mengatakan bahwa akses masyarakat yah itu infrastruktur karna itu 

yang mempercepat akses masyarakat kedaerah misalnya sengae sudah ada akses 

kesempang yang adanya pembangunan itu”
81

 

Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa akses masyarakat bisa dilihat 

dari infrastruktur yang sudah dibangun, karna dengan adanya infrastruktur itu lebih 

memeprcepat akses masyarakat untuk mengetahui  dana desa bahwa ternyata dana 

desa dipakai dengan baik dan benar karna memang betul-betul diperuntukkan untuk 

pembangunan dan kegiatan desa, seperti saat ini akses pembangunan yang bisa di 

lihat masyarakat setempat bahwa dusun sengae sudah memiliki jalan untuk tembus 

kedusun sempang barat hal inilah yang membuktikan bahwa akses masyarakat 

dalam melihat transparansi itu sudah mudah dengan adanya infrastruktur yang 

disiapkan. 

3. Audit Independan dan Efektif  

Dalam hal keuangan pasti ada yang namanya pemeriksaan dari pusat apalagi 

menyangkut masalah anggaran pengauditan sangat penting dalam hal keuangan karna 

ditakutkan adanya manipulasi data atau dana yang dipakai maka sangat penting 

adanya pengaudit dan harus di lakukan secara efektif agar tidak terjadi manipulasi 

data. 

“Rustam Sali mengatakan bahwa di desa itu sendiri tidak ada yang mengaudit 

staf karna yang ada hanya bendahara dan yang mengaudit adalah inspektorat 

dengan, dan ada yang namanya inspektorat kalau di tingkat kabupaten kalau 
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tingkat provinsi ada BPK dan BPKP dan bahkan saya pernah di audit 

inspektorat provinsi jadi masalah auditnya setiap kegiatan itu diperiksa kita 

setiap empat bulan kita diperiksa kita diaudit berapa besar dana yang keluar 

apakah ada silpa atau bagaimana di kemanakan silpa dan ini dilakukan secara 

efesien perempat bulan.
82

 

Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber bahwa dalam hal 

pengauditan laporan keuangan tidak ada sama sekali orang yang atau staf yang 

mengaudit meskipun dalam hal ini ada bendahara yang mengatur keuangan, karna 

yang mengaudit laporan keuangan hanya inspektorat yang terkhusus di tingkat 

kabupaten sedangkan pada tingkat provinsi yang memeriksa adalah BPK dan BPKP, 

dan bahkan terkhusus desa mattiro ade laporan keuangan diperiksa oleh inspektorat 

provinsi, narasumber juga mengatakan bahwa masalah pengauditan di lakukan di 

setiap kegiatan yang dilakukan, dengan melihat berapa banyak jumlah dana yang 

terpakai dan dilaporkan apakah ada silpa ataukah silpa dibawah pada tempat lain, 

dalam hal sebenarnya tidak dikatan sebagai pengauditan indepen akan tetapi 

dinamakan sebagai indendensial dimana dilakukan scara langsung oleh audit internal 

inspektora namun hal ini dilakukan dengan efektif perempat bulan sekali. 

“Herman mengatakan bahwa auditnya itu dari inspektorat turun langsung”
83

 

Mendengar dari apa yang disampaikan bahwa pengauditan dilakukan secara 

independen dalam hal inspektorat turun untuk memeriksa laporan keuangan kegiatan-

legiatan yang sudah dilaksanakan dengan meilhat beberapa bukti, hal ini juga 

dilakukan agar tidak terjadi manipulasi data pada dana desa, hal ini juga dilakukan 

agar aparat desa lebih teliti dalam hal pelaporan keuangan dan tidak menerka-nerka 

dalam memasukkan data karna hal ini jika dilakukan tidak akan berdampak pada desa 

dan mengakibatkan dana yang disalurkan dapat berkurang, megapa demikian jika 

laporan keuangan dilakukan dengan baik dan efektif maka akan ada poin plus untuk 
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desa itu sendiri menga[pa demikian karna kemungkinan besar akan bertanbah dana 

jika pelaporan dilakukan secara baik dan benar juga efektif. 

4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan keputusan Anggaran 

 “Herman mengatakan Bahwa selama ini yang berpartisipasi dalam hal ini 

dana desa semua pekerjaannya semua orang disini kita pakai, masalah 

pembangunanya masyarakat disini semua ji kita pake dan tidak ada orang dari 

luar”
84

 

Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa selama ini masyarakat selalu 

dilibatkan dalam hal dana desa, masyarakat selalu berpartisipasi dalam hal dana desa 

mengapa demikian karna semua pekerjaannya yang ada di dalam desa masyarakat 

selalu turun handil dalam hal pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang 

menyangkut desa, aparat desa tidak pernah mengambil mengambil keputusan jika 

tidak ada masyarakat apalagi dalam hal gotong royong untuk pembangunan yang ada 

di dalam desa yang menjadi pekerja masyarakat itu desa kitu sendiri tanpa harus 

mengambil bantuan dari masyarakat lain, hal ini dapat disumpulkan bahwa 

masyarakat memilikin peran utama dalam hal pengambilan keputusan. 

“Yedi mengatakan bahwa kalau masalah dana itu dek saya tidak tau 

tapinkalau masalah kegiatan saya tau apa-apa yang di usulkan apa-apa yang mau 

dibangun dan terkain masalah dana saya tidak tau”
85

 

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa masalah keterkaiatan 

dalam hal keputusan dana tidak pernah turun handil dalam hal itu akan tetapi pada 

saat pembahasan untuk kegiatan-kegiatan barulah turun dalam hal mengambil 

keputusan mengapa demikian karna beliaulah yang mengumpulkan semua usulan-

usalan yang ada dan apa-apa kegiatan yang akan dilaksanakan namun jika sudah 

memasuki rana anggaran beliaun sudah tidak tau tentang hal tersebut beliau tidak 

turun handil dalam tersebut. jadi apat disimpulkan bahwa dalam hal anggaran masih 

kurang keterlibatan. 

                                                             
84

 Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade’(Wawamcara Tanggal 19 Agustus) 
85

 Yedi, Masyarakat Desa Mattiro Ade’(Wawancara Tanggal 19 Agustus). 



67 

 

 

 

“Rusdi mengatakan bahwa ndena pada biasa makkada iyakan biasa okkoka 

BPD tapi ndena na sekarang apa massunaka pole BPD cuman makkoro rekeng kita 

rapat dulu berapa yang dikelola di desa ini di dusun ini tapi makanja sebenar na apa 

rata mua cuman makkoro makkada pembangunan sama tapi dana tidak sama karna 

pengeluaran di dusun ini banyak dengan luas dusun karn sama halnya sempangkan 

terlalu luas jadi tidak boleh terlalu ini harus dibagi dua dusun”
86

 

Artinya: 

Rusdi mengatakan bahwa semua sudah tidak sama dulu karna saya dulu 

menjabat di BPD tapi sekarang sudah tidak saya sekarang sudah keluar cuman seperti 

itu kita rapatkan dulu berapa yang dikelola di desa dan di setiap dusun tapi 

sebenarnya sudah bagus dan semua sudah merata cuman seperti itu pembangunan 

tetap sama namun dana yang tidak sma karna ada dusun yang memang luas seperti 

halnya sempang barat terlalu luas jadi tidak boleh terlalu banyak karna dana yang 

digunakan dibagi dua. 

Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa semua memang sudah tidak sama 

dengan yang dulu karna beliau pernah menjabat di BPD namun sekarang sudah tidak 

tetapi dijelaskan bahwa sebelumnya itu memang harus di adakan  rapat untuk melihat 

apa-apa yang akan dikelola di setiap dusun, hal ini memang dikatan sudah merata 

akan tetapi pembangunan tetap sama namun dana yang digunakan tidak bisa sama, 

karna dalam 4 dusun yang ada semua memiliki luas yang berbeda dengan volume 

yang berbeda hal ini yang menyebabkan dana yang dikeluarkan setiap dusun itu 

berbeda namun pada pembangunan setiap dusun tetap dapat dalam hal pembangunan 

sama halnya pada dusun Sempang barat yang dananya harus dibagi dua karna di 

dalam terdapat dua dusun. 

“Darwis mengatakan bahwa kalau kebetulan tidak ada kesibukan saya sebagai 

anggota BPD hadir mengikuti perkembangan yang ada di desa terkait masalah 

anggaran itu juga kita pantau karna memang tanggungjawab kita disitu 

sebagai BPD yah mitra kepala desa pasti kita pantau pelaksanaan 

pembangunan yang ada di desa”
87

 

Mendegar dari adaa yang di sampaikan narasumber bahwa ia selalu ikut atau 

terlibat dalam hal penyusunan anggaran dana desa akan tetapi tidak setiap yang di 
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ikut karna terkadang adanya kesibukan, dan sebaga anggota BPD memang sudah 

menjadi tanggujawab mengikuti atau terlibat dalam hal menyusun anggaran, selalu 

anggota BPD juga memiliki tanggungjawab untuk selalu mengikuti perkembagan 

yang ada di desa apalagi menyangkut masalah anggaran, anggota BPD sebagai mitra 

kepala desa yang tugasnya selalu mengawasi pelaksaana pembangunanatau kegiatan-

kegiatan yang ada di desa. 

6. Pernayaan Satandar Akuntansi Keuangan 

Tabel 4.5 : Laporan Reaslisasi Pelaksanaan Anggaran 2021 

KODE 

REK 
URAIAN 

ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI  

(Rp) 

LEBIH 

(KURANG) (Rp) 

1 2 3 4 5 

4. PENDAPATAN    

4.1  Pendapatan Transfer 1.149.434.000,00 459.773.600,00 689.660.400.00 

4.2.1 Dana Desa 1.149.434.000,00 459.773.600,00 689.660.400.00 

 Jumlah Pendapatan  1.149.434.000,00 459.773.600,00 689.660.400.00 

5 Belanja    

01 Bidang 

penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah  

62.409.200,00 43.409.200,00 19.000.000,00 

01.04 Tata Praja 

Pemerintahan, 

Perencanaan, keuangan 

dan pelasaksanaan 

62.409.200,00 43.409.200,00 19.000.000,00 

01.04.0

8 

Pengembanag Sistem 

Informasi Desa 
62.409.200,00 43.409.200,00 19.000.000,00 

5.2 Belanja Barang dan jasa 36.409.200,00 36.409.200,00 0,00 

5.2.1 Belanja Barang 

Perlengkapan 
28.909.200,00 28.909.200,00 0,00 

5.2.3 Belanja perjalanan 

Dinas 
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 

5.3 Belanja Modal 26.000.000,00 7.000.000,00 19.000.000,00 

5.3.2 Belanja Modal 

Pengadaan Peralatan, 

Mesin dan Alat Belanja 

26.000.000,00 7.000.000,00 19.000.000,00 

02 Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa  
297.622.380.00 74.400.000,00 223.222.380,00 
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02.01 Sub Bidang Pendidikan 20.400.000,00 6,800,000,00 13,600,000,00 

02.02 Sub Bidang Kesehatan 144.917.400.00 67.000.000,00 77.317.400.00 

02.03 Sub Bidang Pekerjaan 

Umum dam Penataan 

Ruang 

132.304.980,00 0,00 132.304.980.00 

03 Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan  
48.221.320.00 39.772.650.00 8.448.670.00 

03.01 Sub Bidang 

Ketentraman, ke 

tertiban, dan 

perlindungan 

48.221.320.00 39.772.650.00 8.448.670.00 

04 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat  
68.281.000,00 0,00 68,281.000.00 

04.03 Sub Bidang 

Peningkatan Kapasitas 

Perangkat desa 

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 

04.04. Sub Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

16.877.00,00 0,00 16.877.00,00 

04.06 Sub Bidang Dukungan 

Penanaman Modal 
16.404.000,00 0,00 16.404.000,00 

05 Bidang 

Penanggualangan 

Bencana, Darurat, dan 

Mendesak  

525.600.000,00 219.000.000,00 306.600.000,00 

05.03 Sub Bidang Keadaan 

Mendesak 
525.600.000,00 219.000.000,00 306.600.000,00 

 Jumlag Belanja  1.002.133.900,00 376.581.850,00 625,552.050,00 

 Surplus/ (Defisit) 147.300.100,00 83,191.750,00 64,108.350,00 

6 Pembiayaan    

6.1 Penerimaan 

Pembiayaan 
2.699.900,00 2.699.900,00 0,00 

     

Sumber Dana , DDS Dana Desa (APBN) 

KOD

E 

REK 

URAIAN  
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

LEBIH 

(KURANG) 

1 2 3 4 5 

6.1.1 Silpa Tahun Sebelumnya 2.699.900,00 2.699.900,00 0,00 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan  150.000.000,0015

0.000.000,00 
0,00 150.000.000,00 
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 Pembiayaan Nettc  (147.300.100,00 2.699.900,00 (150.000.000,00) 

 Sisa Lebih (Kurang) 

Perhitungan Anggaran  0,00 85.891.650,00 85.891.650,00 

  Melihat dari tabel yang ada di atas bahwa laporan realisasi anggaran 

dilakukan secara baik dan terperinci mulai dari belanja dana yang dirincikan sampai 

dengan belanja barang konsumsi dilanjutkan dengan bidang pelaksanaan  

pembangunan desa dimana dicantumkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

pembangun desa mulai dari bidang pendidikan, kesehatan sampai dengan 

penyelenggaraan informasi publik, kemudian melihat dari bidang penanggulangan 

bencana rincian yang dicantunkan sangat terperinci karna dilakukan dengan baik 

sampai bidang yang mendesakpun dipersiapkan dengan baik agar semua dana yang 

terpakai jelas bahwa dana yang dikelurkan betul-betul diperuntukan untuk sesuatu 

yang sudah direncanakan sebelumnya mengapa demikian agar adanya 

ketransparansian dana desa. 

Tabel 4.6 : Laporan Reaslisasi Pelaksanaan Anggaran 2021 

KODE 

REK 
URAIAN 

ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

LEBIH 

(KURANG) (Rp) 

1 2 3 4 5 

2 Pendapatan     

4. 2 Pendapatan Transfer 853.472.000,00 853.472.000,00 0,00 

4.2.1 Dana Desa 853.472.000,00 853.472.000,00 0,00 

 Jumlah Pendapatan 853.472.000,00 853.472.000,00 0,00 

5 Belanja     

01 
Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  
9.930.000.000 8.230.00,00 1.700.000,00 

01.03 

Pengelolaan 

Administrasi 

kependudukan , 

pencatatan sipil 

0,00 0,00 0,00 

01.03.02 

Penyusunan, 

pendapatan, dan 

pemutakhiran pfosil des 

0,00 0,00 0.00 

5.2 Belanja Barang dan jasa 0,00 0,00 0,00 

5.2.1 
Belanja Barang 

Perlengkapan 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 Belanja jasa Honorium 0,00 0,00 0,00 
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01.04 

Penyelenggaraan Tata 

Praja 

Pemerintahan,perencana

an 

9.930.000,00 8.230.000,00 1.700.000,00 

01.04.01

. 

Penyelenggaraan 

Musyawarah 

Perencanaan 

Desa/pembal 

5.700.000,00 4.000.000,00 1.700.000,00 

01.04.02 

Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa 

Lainnya (musdus, 

rembang) 

4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 

02 
Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa  
630.062.200,00 630.062.200,00 999.990,00 

02.01 Sub Bidang pendidikan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 

02.02 Sub Bidang Kesehatan 62.300.000,00 62.300.000,00 0,00 

02.03 

Sub Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penata 

Ruang 

544.362.200,00 544.362.300,00 999.900.00 

02.04 
Sub Bidang Kawasan 

Pemukiman 
0,00 0,00 0,00 

02.06 

Sub Bidang 

Perhubungan, 

Kiomunikasidan 

Infomatika 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

03 
Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan  
0,00 0,00 0,00 

03.03. 

Sub Bidang 

Kepemudaan dan 

olahraga 

0,00 0,00 0,00 

05 

Bidang Penanggulangan 

Bencana, Darurat, 

Mendesak  

261.100.000,00 261.100.000,00 0,00 

05.01 

Sub Bidang 

Penanggulangan 

Bencana 

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

05.03 
Sub Bidang Keadaan 

Mendesak 
251.100.000,00 251.100.000,00 0,00 

 Jumlah Belanja 901.092.200,00 898.392.300,00 2.699.900,00 

 Surplus/ (Defisit ) (47.620.200,00) (44.920.300,00) (2.699.900,00) 

6 Pembiayaan     
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6.1 Penerimaan Pembiayaan 47.620.200,00 47.620.200,00 0,00 

6.1.1 Silpa Tahun Sebelumnya 47.620.200,00 47.620.200,00 0,00 

Pembiayaan Nettc                          47.620.200,00                47.620.200,00              0,00 

KODE 

REK 
URAIAN 

ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

LEBIH 

(KURANG) 

1 2 3 4 5 

 
Sisa lebih ( Kurang ) 

Perhitungan Anggaran  
0,00 2.699.900.00 2.699.900.00 

Seperti yang kita lihat pada tabel yang ada di atas dapat kita simpulkan bahwa 

laporan realisasi anggaran yang telah di rencanakan semua terealisasikan mulai dari 

pendapatan sampai dengan perhitungan anggaran semua di catat dengan baik dan 

dana yang digunakan telah menyeluruh karna semua elemen-elemen telah 

mendapatakan dana untuk melaksanakan kegiatannnya masing-masing, begitupun 

dengan dana silpa tahun lalu yang digunakan, akan tetapi pada tahun 2020 banyak 

sekali yang belum terealisasikan seperti yang ada di tabel dikarenakan adanya covid-

19 yang menjadi kendala tapi pada  bidang kesehatan yang diperuntukkan telah 

terealisasikan begitupun pada bidang pendidikan, juga pada  bidang penata ruangan 

telah teralisasikan, pada tahun 2020 se mua yang terealisasikan hal-hal mendesak di 

akibatkan adanya covid jadi bisa kita simpulkan bahwa dana desa yang digunakan 

telah terealisasikan dengan mencantukan laporan keuangan begitupun pada 

pencatatan dilakukan dengan baik dan dibuktikan dengan data-data yang ada. Data 

yang di perlihatkan sebagai bukti Transapatansi Manajemen yang sesuai dengan 

PSAK 101.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Bentuk manajemen Dana Desa Mattiro Ade sudah sesuai dengan  Fungsi 

manajemen dilakukan dengan baik karna betul-betul melibatkan masyarakat 

mulai Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, sampai Pengevaluasaian 

masyarakat selalu dilibatkan. 

2. Dalam Pelaksanaan Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade 

Berdsarkan PSAK 101 dapat dikatakan Transparansi karna melihat dari awal 

masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dana desa serta adanya pembangunan-

pembangunan yang ada di desa seperti jalanan,Puskesmas dan masih banyak 

pembangunan lainnya begitupun dengan bantu-bantuan yang diperuntukkan 

untuk masyarakat,serta adanya laporan pertanggung jawaban, pencatatan laporan 

keuangan sudah Sesuai dengan PSAK 101 akan tetapi pemerintah Desa Mattiro 

Ade belum tau akan hal ini karna mereka memiliki Buku pedoman tersendiri 

penyusunan laporan keuangan yang mengatur dari Kabupaten dinamakan 

PERBUK kemudian berkaca dari akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang baik dan 

adil. 

B. Saran  

1. Saran kepada pemerintah Desa 

 Pemerintah Desa Mattiro Ade telah transparansi dalam manajemen dana desa 

dengan cukup baik, Namun harusnya meningkatkan Transaparansi Dengan 

menyiapkan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat seperti 

website dan media sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui infomasi yang 

ada di desa.  

2. Saran kepada Masyarakat Desa Mattiro Ade 

 Pasrtisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung pemerintahan desa 

dalam melakukan pengelolaan dana desa, maka diharapkan kepada masyarakat 
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selalu ikut handil dan tetap memperhatikan infomasi-informasi yang ada di di 

Desa agar masyarakat tidak menerka-nerka tentang transparansi Dana Desa. 

Pentingnya masyarakat selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencegah asumsi-asumsi warga desa 

tenatang aparat desa apalagi dalam hal keuangan, pembangunan dan 

infrastruktur yang ada di desa. 
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Mattiro Ade 
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Gambar : 2.1  Papan Proyek Dana Desa
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Gambar : 2.2 Papan Transparansi Tahun 2021 
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Gambar : 2.3 Papan Proyek(Papan Informasi) 
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               Gambar : 2.4 Papan Transparansi Desa Mattiro Ade Tahun 2020 
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                             Gambar : 2.5 Wawancara Masyarakat Desa Mattiro Ade 
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 Gambar : 2.6 Wawancara Staf Desa Mattiro Ade 
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Gambar 2.7 Wawancara Kepala Dan Sekretaris Desa Mattiro Ade  
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